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ABSTRAK

Pelatihan perkawinan ini adalah untuk memberikan bekal bagi calon
pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan mewujudkan
keluarga sakinah, dan mengurangi angka perselisihan, penceraian dan kekerasan
dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga masalah, yaitu: 1)
Bagaimana konsep pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya? 2)
Bagaimana pelaksanaan pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya? 3) Bagaimana implikasi pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Field Research Kualitatif), di
mana data diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang
diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis
dengan pola pikir deduktif dengan menggunakan pendekatan kontrol sosial Travis
Hirschi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peserta calon pasangan suami
istri pelatihan perkawinan di Kota Surabaya adalah mereka yang sudah terdaftar di
Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun konsep yang digunakan dalam program
pelatihan ini adalah menggunakan dua modul yang teridiri dari beberapa materi,
seperti mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan Kkeluarga sakinah,
pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika dalam
kelurga yang dinamis, pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi hak dan
kewajiban suami-istri, pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga,
mempersiapkan keturunan yang berkualitas, pengelolaan konflik dalam rumah
tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga. Kemudian dalam
pelaksanaannya proram ini dilaksakan selama 16 jam pelajaran (2 hari), berbasis
anggaran, para peserta tidak dipungut biaya, dan masih bersifat sunnah muakkad
(himbauan yang ditekankan) untuk mengikuti program ini. Ada 69 angkatan dan
terdapat 30-50 peserta setiap angkatan. Anggaran pelaksanaan Program ini kira-
kira mencapai 8-9 juta dalam sekali pelaksanaan serta dilakukan setiap musim
perkawinan. Adapun implikasi setelah mengikuti pelatihan perkawinan ini adalah
mendapat respon yang postif dari peserta yang telah mengikuti program ini. Dengan
mengikuti program ini, peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
mereka tentang esensi dari pada perkawinan itu sendiri, sehingga kepercayaan diri
dari masing-masing calon pengantin itu meningkat, karena mendapatkan materi-
materi tambahan tentang perkawinan dalam Islam yang belum pernah mereka
ketahui. Mereka yang mengikuti pelatihan pranikah merasa lebih siap menjalani
kehidupan dalam menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Pelatihan perkawinan yang diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat
Kementerian Agama dan direalisasikan oleh KUA Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya sangat efektif meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta
memberikan modal bagi calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga.
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ABSTRACT

Marriage training is to provide provisions for prospective married couples
who will carry out marriages and bring about a family, and reduce the number of
disputes, divorce and domestic violence. This study aims to answer three problems,
namely: 1) What is the concept of marriage training in Gubeng Sub-District,
Surabaya City? 2) How is the implementation of marriage training in Surabaya City
Gubeng District? 3) What are the implications of marriage training in Gubeng Sub-
District, Surabaya City?

This research is a qualitative research (Qualitative Field Research), where
data is obtained through documentation, observation and interviews. The data
obtained were further analyzed using descriptive analysis method with a deductive
mindset using Travis Hirschi's social control approach.

The results of this study stated that participants who were married couples
in marriage in Surabaya were those who were registered at the Office of Religious
Affairs (KUA). The concept used in this training program is to use two modules
consisting of several materials, such as preparing a marriage to realize my family,
the education of the bride and groom in managing problems in a dynamic family,
meeting the family's needs including the rights and obligations of the husband- wife,
the importance of reproductive health in the family, preparing quality offspring,
managing conflict in the household and building family integrity. Then in the
implementation of this program, it was carried out for 16 hours (2 days), on a budget
basis, participants were free of charge, and were still in the form of sunnah muakkad
(emphasized appeal) to participate in this program. There are 69 classes and there
are 30-50 participants per class. The budget for implementing this program is
approximately 8-9 million in one implementation and is carried out every marriage
season. The implication after attending this marriage training is to get a positive
response from participants who have participated in this program. By joining this
program, participants can increase their knowledge and understanding of the
essence of marriage itself, so that the confidence of each prospective bride and
groom increases, as they obtain additional material about marriage in Islam that
they have never known. Those who take part in prenuptial training feel more ready
to go through life in a healthy household. The marriage training organized by the
Community Guidance of the Ministry of Religion and realized by the KUA of the
Gubeng District of Surabaya City is very effective in increasing knowledge and
understanding and providing capital for the bride and groom to live a domestic life..
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, manusia diciptakan mempunyai fitrah untuk hidup
bermasyarakat karena dalam diri mereka terdapat dorongan untuk berinteraksi
antara satu dengan yang lainnya. Adanya kebutuhan sosial (social need) bertujuan
untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Karena secara fitrah, manusia
itu dilahirkan untuk hidup berpasang — pasangan. Dengan demikian, tumbuh rasa
saling menyayangi dan rasa keinginan untuk saling hidup bersama.! Sehingga,
dengan bertemunya antara laki-laki dan perempuan dapat mengawali sebuah
kebersamaan yang akan muncul yaitu menjadi sebuah keluarga dengan sebuah
ikatan yang disebut perkawinan. Maka, dengan adanya perkawinan itu diharapkan
dapat menghindari perbuatan-perbuatan merusak yang bersumber dari gejolak
nafsu yang tidak terkendali dan dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang
oleh agama.

Salah satu dari Sunnah Allah adalah perkawinan yang diperuntukkan untuk
semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan,
dan manusia yang telah Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Hal tersebut
telah ditegaskan Allah SWT dalam QS. Yasin : 36:

054 ¥ & kil s (59 o & Wl 1Y B e D

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,

baik dari pada apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka

maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.?

L Eli M.Setiawan, IImu Sosial Budaya Dasar, edisi ke 3, (Jakarta: Prenada Media Grup,2012), 67
2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2007), 437



Perkawinan merupakan ikatan dari dua orang yaitu laki-laki dan perempuan
(suami istri) yang disebut juga dengan akad (ikatan yang suci) dan dilaksanakannya
untuk mentaati perintah Allah Swt dan Rasul-Nya serta mengamalkannya
merupakan bentuk dari ibadah. Dalam arti bahwa suatu perkawinan tidak sebatas
hanya pada kontrak keperdataan saja, namun sebagai ikatan yang sangat sakral
(mitsaqon gholidhon) sebagai bentuk nilai kesucian dan instrumen ibadah sosial
kepada Tuhan Yang Maha Esa.?

Hal di atas tersebut, sebagaimana yang telah dinyatakan pada rumusan yang
terkandung dalam Pasal 1 Undang - undang Perkawinan Nomorl tahun 1974, yang
berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.* Selain itu pengertian
perkawinan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi:
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat
atau mitsagon gholidhon untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya
merupakan ibadah.’

Sedangkan menurut istilah Hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu
akad yang mana dari akad tersebut diperbolehkannya laki — laki dan perempuan
bersenang — senang atau berhubungan suami istri yang awalnya tidak boleh menjadi
diperbolehkan. Kemudian daripada itu perkawinan juga dapat dijadikan umat

manusia sebagaian sarana guna untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga),

3 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 53.
4 Pasal 1, Undang-undang Nomorl Tahun 1974 tentang Perkawinan.
% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.



untuk memiliki keturunan serta untuk melanjutkan hidup dengan ajaran hukum
islam. Melalui sebuah perkawinan juga diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari
perkawinan yaitu membentuk keluarga atau kehidupan yang tenang, selalu
diberikan kasih sayang, bahagia serta saling mencintai dan menyayangi.
Sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang Perkawinan Nomorl
tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keuarga sakinah,
mawaddah, wa rahmah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.®

Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut
merupakan harapan setiap keluarga. Yang mana dari perkawinan yang telah
dilaksanakan diharapkan akan tercapainya sebuah Kkeluarga yang sakinah,
mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-qur’an Surat

Al-Rum ayat 21:

358 18 ey ) 1580 il AT e 180 5l O T
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”. (Ar Rum :21) ’

Akan tetapi, walaupun pernikahan menjadi dambaan setiap orang seakan
berlomba untuk meraihnya, namun untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan
tidak mudah. Dengan berbagai jalan yang ditempuh demi merengguk nikmatnya
sebuah rumah tangga tetap saja aral melintang dijalan menuju keberhasilan dan

kesuksesan terdapat berbagai macam permasalahan yang tidak dapat dipungkiri.

® 1bid.
" Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2007), 644.



Maka dari itu tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai
yang diharapkan. Suatu tugas yang mulia bisa saja tidak tercapai sasaran yang
diidamkan apabila kendali dipegang oleh orang — orang yang belum pantas untuk
hal tersebut. Termasuk dalam pembinaan rumah tangga dan pelaksanaannya,
maksudnya adalah pasangan suami istri harus mengetahui subtansi dari perkawinan
itu sendiri sebagaimana pengertian perkawinan bahwa perkawinan tidak sebatas
pada akad, yang mana dari akad tersebut yang sebelumnya diharamkan
berhubungan suami istri kemudian diperbolehkan dengan cara akad tersebut. Tetapi
maksud dari perkawinan tersebut menurut Zakaria Derajat® bahwa perkawinan itu
lebih kepada akibat hukum dari akad tersebut yaitu pentingnya pelaksanaan hak dan
kewajiban, keseimbangan dan keselarasan dalam keluarga demi terwujudnya
keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Maka dari itu tidak sedikit pasangan
suami istri mengalami kendala dalam keluarga yang pada dasarnya tidak
mengetahui substansi atau makna dari perkawinan tersebut. Sebagaimana yang
telah terjadi di masyarakat Indonesia khususnya di Surabaya daerah Kecamatan
Gubeng yang mana terjadi kegelisahan dan kebimbangan dalam keluarga sehingga
terjadinya disharmonisasi dalam keluarga atau perceraian.

Maka dari itu, guna untuk meminimalisir gejala-gejala sosial dalam ruang
lingkup keluarga yang dapat menyebabkan disharmonisasi melalui Peraturan
Direktur Jendral (Dirjen) dari Kementerian Agama mengeluarkan Bimbingan

perkawinan berdasarkan aturan Kementerian Agama Nomor DJ 11/491 Tahun 2009

8 Abdurrahman Ghazali, Figih Munakahat, (Jakarta: Pustaka Amani, 2013),4.



Tanggal 10 Desember 2009.° Adapun isinya adalah mengenai tentang dasar utama
dalam perkawinan yang mencakup wawasan pasangan suami istri yang hendak
menikah agar memiliki bekal kehidupan rumah tangga serta dapat menyikapi dan
melaksanakan hukum yang telah di Undang-undangkan di indonesia dengan
sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan yang bersifat merugikan'® Di samping itu
juga, peraturan ini juga diharapkan dapat memeberikan bekal pada calon pengantin
untuk lebih memahami tentang lika-liku rumah tangga serta merupakan upaya
sebagai proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki
makna yang begitu strategis dalam upaya membangunan tatanan keluarga dalam
masyarakat, untuk itu pelatihan perkawinan tersbut dalam peraturan ini telah
menjadi suatu hal yang sangat penting untuk para calon pengantin yang hendak
melaksanakan pernikahan.!

Kemudian, setelah peraturan yang dibuat oleh Kemenag tersebut disahkan,
akan tetapi dalam pelaksanaannya masih sedikit yang melaksanakan kursus
perkawinan tersebut. Tentu saja ada penyebab dan alasannya, maka dari itu
disahkan pula Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor
379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Perkawinan untuk Calon

Pengantin yang hendak melaksanakan Perkawinan.*?

® Peraturan Direktur Jenderal (Ditjen) Bimas Nomor DJII/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon
Pengantin tanggal 10 Desember 2009.

10 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. 11/542 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan kursus Prakawin.

11 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang
Bimbingan Perkawinan Prakawin bagi Calon Pengantin.

12 peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. 11/542 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan kursus Prakawin.



Setelah disahkannya keputusan tersebut, maka semua provinsi di Indonesia
diwajibkan untuk menyelenggarakan program tersebut, hal ini sesuai pada
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin
dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama
Kecamatan atau lembaga lain dan telah memenuhi persyaratan serta mendapatkan
izin kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.3

Materi dalam pelatihan perkawinan diberikan paling sedikit selama 16 jam
pelajaran (JPL) dan disampaikan oleh fasilitator (narasumber) yang terdiri dari
minimal 2 orang narasumber yang telah mengikuti dan sudah terbimtek serta
mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknik Fasilitator Bimbingan Perkawinan Bagi
calon pengantin, atau dari lembaga lainnya yang sudah , dan narasumber dari pihak
Puskesmas.*

Materi tersebut meliputi materi mempersiapkan perkawinan untuk
mewujudkan keluarga sakinah, pendidikan pasangan calon pengantin dalam
mengelola problematika dalam kelurga yang dinamis, pemenuhan kebutuhan
keluarga yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri, Pentingnya tentang
kesehatan reproduksi dalam keluarga, mempersiapkan keturunan yang berkualitas,
pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah
tangga. Peraturan ini merupakan dasar hukum dalam memberi bekal kepada calon

pengantin supaya dapat mengetahui perjalanan kehidupan dalam rumah tangga,

13 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang
Bimbingan Perkawinan Prakawin bagi Calon Pengantin.
1% 1bid.



karena kualitas sebuah perkawinan ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua
calon pengantin dalam mengarungi rumah tangga.®

Progam pelatihan perkawinan tersebut adalah bagian dari wujud
kesungguhan dari pihak Kementerian Agama Bimbingan Masyarakat Islam serta
Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam mewujudkan membangun kepribadian
bangsa melalui keharmonisan rumah tangga. Kementerian Agama Surabaya sudah
melaksanakan pelatihan perkawinan dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan
Agama di setiap kecamatan-kecamatan se-Surabaya. Pelaksanaan pelatihan
perkawinan itu dilaksanakan sudah mulai tahun 2013, yang awalnya dahulu
diistilahkan oleh kursus calon pengantin, dan istilah Bimbingan Perkawinan di
mulai sejak pada tahun 2017.¢

Saat ini banyak sekali informasi yang terdapat baik di media massa atau
media sosial tentang perkara-perkara rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah
tangga, pelecehan seksual, hingga penceraian sering terjadi pada era seperti ini. Di
dalam data direktori putusan Pengadilan Agama Surabaya pada periode 2014-2018,
menyatakan bahwa kasus penceraian yang telah diputuskan itu mencapai angka
yang tergolong tinggi pada setiap bulannya.}” Sehingga dengan demikian, sering
kali ditemukannya beberapa problematika dalam keluarga, seperti halnya
perekonomian, kemudian adanya pihak ketiga, ataupun pemenuhan hak dan

kewajiban antar suami dan istri, yang dapat menghambat hubungan sesama mereka

15 1bid.

16 Husni, Wawancara, Kepala Bimas Islam Kemenag Kota Surabaya, 20 Agustus 2019.

17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Surabaya, dalam
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-Surabaya/periode/putus/2018. (05 November
2019).



untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Maka,
semua permasalahan ini akan dapat diatasi dengan baik dan bijak jika sesama
pasangan memiliki fondasi kuat atau bekal ilmu perkawinan yang cukup.'®
Berdasarkan Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya, menyatakan
bawhwa angka penceraian di Surabaya masih tergolong tinggi mulai tahun 2014-
2018. Sebagaimana data yang telah didapatkan oleh penulis dari hasil penelitian

yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:°

Tahun Perkawinan | Ceraitalak | Cerai gugat Jumlah
2018 18.646 1.939 4214 6.153
2017 17.942 1.772 3.784 5.556
2016 18.320 1.860 3.761 5.621
2015 18.484 1.986 4.010 5.996
2014 - 2.098 4.019 6.117

Sebagaimana dari data yang telah dipaparkan di atas, bahwa faktor yang
melatar belakangi tentang terjadinya perceraian itu beraneka ragam. Mulai dari
bentuk kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, perselingkuhan sampai masalah
perselisihan antar pasangan yang berdampak pada ketidak harmonisan dalam
keluarga. Pasangan suami istri yang bercerai berai bisa dikatakan telah gagal dalam
mewujudkan tujuan mulia dari pada perkawinan, pasangan tersebut menonjolkan

sifat egonya, ketika ada permasalahan yang kecil muncul mereka tidak dapat

18 | bid.
19 Dokumentasi Angka Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama Kota Surabaya, Didapatkan
pada tanggal 8 Juni 2020.



menghadapinya dengan baik. Masalah ini yang kemudian menjadi fokus dalam
Bimas Islam yang telah diadakan oleh Kementerian Agama dan diharapkan mampu
menciptakan keharmonisan dalam keluarga.?® Keharmonisan keluarga sangat
penting bagi kehidupan di masyarakat. Rumah tangga yang harmonis yaitu keluarga
yang hidupnya bahagia, rukun, saling meghargai, saling memaafkan, saling
menghormati, tolong menolong dalam kebajikan, tertib, disiplin, berbakti kepada
yang lebih tua, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal baik serta mampu
memenuhi kebutuhan dasar keluarga.?

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, yang melaksanakan
perkawinan tidaklah sedikit. Untuk itu, sebelum melangsungkan akad, calon
pengantin harus mengikuti Bimbingan Perkawinan.?? Pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan sudah berjalan, akan tetapi, masih belum maksimal, karena itu masih
banyak peserta Bimbingan Perkawinan yang belum bisa menerapkan apa yang
sudah dibekali dalam Bimbingan Perkawinan ke kehidupan berkeluarga. Dalam
keluarga masih banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
penceraian.?®

Banyak pasangan suami istri yang bertengkar yang mengakibatkan
rusaknya perkawinan. Hal ini seharusnya menjadi motivasi pemerintah untuk
memperketat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di setiap Kecamatan-

kecamatan.?* Dengan adanya peraturan Kementerian Agama melalui Peraturan

20 Mujianto Bimas Kemenag Kota Surabaya, Wawancara, Surabaya: 8 Juni 2020.

21 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.

22 Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, diakss pada 8 Juni 2020.

23 | bid.

24 Husni Kepala Bimas Islam Kemenag Surabaya, Wawancara, Surabaya: 20 Agustus 2019.



10

direktur jenderal (Dirjen) Bimas tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ 11/491
Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009,% diharapkan pelaksanaan yang terus
menerus mengenai bimbingan perkawinan kepada masyarakat akan memberikan
dampak positif serta mengurangi angka perceraian yang terjadi maupun dapat
mengidentifikasi faktor — faktor penyebab dari perceraian yang terjadi sehingga
juga dapat memberikan saran atau solusi mengenai faktor — faktor penyebab
terjadinya perceraian.

Dengan demikian, dari pemaparan diatas maka peneliti merasa perlu atau
tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Kua dan Bimbingan Masyarakat
(Studi Atas Peran KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Dalam Pelatihan
Perkawinan).

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah
1. ldentifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas,

terdapat beberapa masalah yang penulis dapat identifikasi sebagai berikut:

a. Apa saja pelaksanaan Pelatihan Perkawinan.

b. Pelaksanaan perkawinan di KUA Gubeng Kota Surabaya.

c. Konsep pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

d. Metode pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

e. Bagaiamana pelaksanaan pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng

Kota Surabaya.

%5 peraturan direktur jenderal (DItjen) Bimas tentang kursus calon Pengantin NOMOR DJI1/491
Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.



11

f. Bagaimana implikasi pelatihan perkawinan bagai peserta.
2. Batasan Masalah
a. Konsep pelatihan perkwainan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
b. Pelaksanaan pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota

Surabaya.

c. Implikasi pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tersebut, maka dapat

disimpulkan rumasan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya?

2. Bagaimana pelaksanaan pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya ?

3. Bagaimana implikasi pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota

Surabaya ?

D. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka ada
beberapa tujuan penelitian yang ingin diketahui oleh peneliti, diantaranya:
1. Untuk mengetahui konsep pelatihan perkwainan di Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan perkawinan di Kecamatan

Gubeng Kota Surabaya.
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3. Untuk mengetahui Implikasi pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng

Kota Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
Diharapkan dari Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat
tentang pelaksanaan pelatihan perkawinan, kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam keutuhan keluarga.

2. Praktis
Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini dapat dapat digunakan sebagai bahan
acuan dan referensi penelitian selanjutnya serta literature bagi mahasiswa,
dosen, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan pembaca serta bagi

calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori sosiologi yaitu teori
kontrol sosial yang dipelopori oleh Travis Hirschi. Adapun pengertian dari kontrol
sosial (pengendalian sosial) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat
untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dengan cara mengajak dan
mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai norma-norma dan
nilai yang berlaku.?® Jadi teori kontrol sosial ini memfokuskan diri pada teknik-
teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya

kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

26 Margaret M Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 241.
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Pengendalian sosial juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengawasan
yang dilakukan masing-masing kelompok masyarakat dengan cara mengajak,
membujuk, serta memaksa seseorang atau kelompok lainnya agar mengikuti
norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.?’

Maka dari itu jika dikaitkan dengan penelitian ini, alasan penulis
menggunakan teori ini adalah penulis ingin mengetahui konsep Bimbingan
Masyarakat dalam kemenag tentang pelatihan perkawinan. Dalam melaksanakan
konsep tersebut dengan cara mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk
bersikap dan berperilaku sesuai norma-norma dan nilai yang berlaku kaitannya
dengan pelatihan perkawinan dalam upaya antisipasi terjadinya disharmonisasi
dalam keluarga yang akan berdampak pada perceraian. Serta untuk mengetahui
sejauh mana hasil dari upaya tersebut dalam pengaplikasiannya di masyarakat.

Adapun pengertian kontrol sosial menurut para tokoh sosiologi yaitu :?8

1. Astrid Susanto
Menurut Astrid Susanto, pengendalian sosial adalah kontrol yang
sifatnya psikologis dan non fisik terhadap seorang individu agar ia
dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian kelompok

tempat ia hidup.

27 Damsar, Pengantar Teori-teori Sosiologi, (jakarta: Raja Grafindo, 2003), 86.
28 George Ritzwe, Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 126.
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2. Peter L. Berger
Menurut Peter L. Berger, pengertian pengendalian sosial
adalah berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk menertibkan
anggotanya yang menyimpang.
3. Horton dan Hunt
Menurut Horton dan Hunt, pengertian pengendalian sosial
adalah segala cara dan proses yang ditempuh oleh orang tua atau
kelompok masyarakat tertentu sehingga para anggota kelompoknya
bertindak sesuai dengan harapan kelompok masyarakat tersebut.
4. Bruce J. Cohen
Menurut Bruce J.Cohen, arti pengendalian sosial adalah segala
cara atau metode yang dipakai untuk mendorong seseorang di dalam
suatu kelompok agar berperilaku sesuai dengan kehendak kelompok
masyarakat tersebut.
5. Joseph S. Roucek
Menurut Joseph S. Roucek, pengendalian sosial adalah proses
terencana yang didalamnya mengajarkan, membujuk, ataupun
memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan
kehendak hidup dalam kelompoknya.
Kemudian selain dari penjelasan di atas tersebut, kontrol sosial
(pengendalian sosial) memiliki fungsi, tujuan, ciri-ciri serta jenis pengendalian

sosial. Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu sejauh mana fungsi dan tujuan konsep
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Kemenag (Bimas) yang direalisasikan KUA di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
dalam membimbing perkawinan.

Adapun beberapa fungsi dan tujuan kontrol sosial (pengendalian sosial)
adalah sebagai berikut:?°

1. Menjaga Ketertiban Masyarakat

2. Mengembangkan Budaya Malu

3. Memberikan Imbalan Bagi yang Taat Aturan

4. Meyakinkan Masyarakat Untuk Mematuhi Norma
5. Menciptakan Sistem Hukum

Sedangkan Untuk mengenali adanya suatu kontrol sosial di masyarakat,
maka Kita dapat melihat karakteristiknya. Adapun ciri-ciri pengendalian sosial
adalah sebagai berikut;

Terdapat suatu metode atau cara khusus untuk menertibkan individu atau
masyarakat. Kontrol sosial dapat dilakukan setiap individu terhadap individu lain,
atau kelompok kepada individu/ kelompok lain. Kontrol sosial dilakukan dengan
tujuan untuk mewujudkan keserasian dan stabilitas terhadap berbagai perubahan
yang ada di masyarakat.

Sebagaimana pengendalian sosial yang dilakukan oleh Kemenag (Bimas)
kecamatan Gubeng Kota Surabaya tidak terlepas dari metode atau cara khusus yang
digunakan untuk membimbing para calon pemgantin yang hendak melakukan

perkawinan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya disharmonisasi dalam

23], Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan, (Jakarta:
Prenada Media Grup, 2004), 50.
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keluarga serta dapat terciptanya keluaraga yang bahagia berdasaran kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Kemudian dalam jenisnya, Kontrol sosial dapat dibedakan menjadi

beberapa jenis berdasarkan sifatnya, berdasarkan cara atau perlakuannya, dan

berdasarkan pelakunya. Berikut ini penjelasan selengkapnya;*

1.

Kontrol Sosial Berdasarkan Sifatnya

Preventif, yaitu upaya kontrol sosial untuk mencegah terjadinya gangguan
terhadap keserasian masyarakat.

Represif, yaitu upaya kontrol sosial untuk mengembalikan keserasian di
masyarakat setelah terjadi pelanggaran norma atau peristiwa buruk.
Kuratif, yaitu kontrol sosial yang dilakukan pada saat sedang terjadi
penyimpangan sosial.

Kontrol Sosial Berdasarkan Cara Perlakuannya

Persuasif, yaitu cara pengendalian sosial yang dilakukan tanpa tindakan
kekerasan. Misalnya membujuk, membimbing, memberikan nasihat, dan
lain-lain.

Koersif, yaitu kontrol sosial yang dilakukan dengan cara paksa dan disertali
sanksi tegas sesuai pelanggarannya. Misalnya, penertiban pedagang kaki

lima yang beroperasi tidak pada tempatnya.

3. Kontrol Sosial Berdasarkan Pelakunya

30 Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial “Sketsa Penelitian Perbandingan, (Yogyakarta: Kanisius,
1994), 199.
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Pengendalian pribadi, yaitu kontrol sosial yang dilakukan oleh setiap

individu yang terinspirasi dari tokoh-tokoh panutan.

Pengendalian institusional, yaitu kontrol sosial yang dilakukan oleh

lembaga atau institusi tertentu, misalnya pesantren.

Pengendalian resmi, yaitu kontrol sosial yang dilaksanakan oleh lembaga

resmi negara sesuai undang-undang. Misalnya Kepolisian, Kejaksaan, dan

lainnya.

Pengendalian tidak resmi, yaitu kontrol sosial yang dilakukan oleh individu

atau lembaga masyarakat yang sifatnya tidak resmi.

Demikian kerangka teoritik yang akan penulis gunakan sebagai pisau
analisis untuk menjawab problematika yang terdapat dalam rumusan masalah.
Yang mencangkup tentang metode, fungsi dan tujuan, serta jenis kontrol sosial
dalam konsep Kemenag (Bimas) yang direalisasikan oleh KUA tentang Bimbingan
perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dalam perkawinan guna untuk
meminimalisir atau upaya mencgah terjadinya disharmonisasi dalam keluraga
sehingga dapat tercapainya tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:3! ”Tujuan
dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia
berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

. Penetilian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya

terdahulu tentang pelatihan perkawinan pranikah yang pernah membahas tentang

81 pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.



18

kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, perbedaan

antar penelitian yang sudah pernah dibahas harus dijelaskan agar tidak terjadi

kesamaan dalam hasil penelitiannya, maka perbedaan penelitian ini dengan
penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sebuah karya yang ditulis oleh Hayyinatul Wafda mahasiwa UIN Sunan Ampel
Surabaya tahun 2018 program magister prodi Dirasah Islamiyah dengan judul
penelitian “Efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten
Jombang”. Penelitian ini merupakan karya tulis ilmiyah berupa tesis yang ditulis
dengan menggunakan pendekatan atau metode peneliian kualitatif. Penelitian ini
membahas tentang adanya suatu program yang terdapat di Jombang yaitu
tentang bimbimngan perkawinan dengan menitik beratkan bagi para
pemuda/pemudi yang hendak melakukan perkawinan agar mendapatkan suatu
pendidikan dan pemahan terhadap subtansi dari perkawinan serta dapat
menambah kepercayaan dirinya dengan tujuan perkawinan menuju rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

2. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif
dan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu tesis yang berjudul “Kursus Calon
Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan
Agama dan Ulama Kota Malang)” yang di tulis oleh Janeko mahasiswa program

magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim malang pada

32 Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”,
(Tesis- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
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tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis. Hasil dari
penelitian ini menyatakan bahwa menurut para tokoh agama dan para pegawai
Kantor Urusan Agama dan setempat terdapat 3 perspektif yang berbeda.
Pertama, karena dari beberapa calon pasangan pengatin yang hendak melakukan
perkawinan masih terdapati yang belum mengetahui akan esensi dari
perkawinan, maka pelatihan tersebut dianggap urgen dan perlu dijadikan bagian
dari syarat yang bersifat tidak mutlak. Kedua, pelatihan atau kursus tersebut
dianggap sebgai hal yang akan berdampak pada beban masyrakat jika dijadikan
sebagai syarat, namun setuju dengan kursus calon pengantin.

3. Penelitian yang ditulis oleh Eka Purnamasari mahasiswa dari Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam
tesisnya yang berjudul “Penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA
Pamulang Tangerang Selatan”. Dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah menjelsakn tentang
penyelenggaraan kursus catin di Kantor Urusan Agama Kota Pamulang
Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode ceramah serta tanya jawab
dengan para peserta, menyatakan bahwa metode tersebut sangat efektif guna
untuk memberikan pemahaman terhadap para calon pengantin. Sehingga dari
hasil penelitian tersebut memberikan keteragan dari hasil kurus calon pengantin
dapat mengurangi angka perceraianyang terjadi di masyarakat. Kurus tersebut

juga sudah 100% berjalan di Masayarakat.®*

33 Janeko, “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Kepala Kantor
Urusan Agama dan Ulama Kota Malang” (Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

3% Eka Purnamasari, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang
Selatan” (Tesis- UIN Syarif Hidayatullah, 2016).
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4. Penelitian yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh mahasiswa Universitas Pesantren
Tinggi Darul Ulum Jombang yaitu berupa jurnalnya dengan judul “Eksistensi
Badan penasehat pembinaaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang”. Dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan
survey. Penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi Bimbingan Pra Kawin di
BP4 sudah terlaksanakan dengan baik, progam-progamnya sudah terjalankan di
KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung.®

5. Karya tulis ilmiyah yang ditulis oleh Mariatin Iftiyah, mahasiswa Pascasarjana
UIN Sunan Ampel Surabaya program Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi
Kepemudaan pada tahun 2017 dengan judul, “Keharmonisan Perkawinan
Pemuda Dewasa Dini”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,
penelitian ini menjelaskan bahwa keharmonisan dalam perkawinan pemuda
dewasa maupun di usia dini sangat beraneka ragam, karena dengan usia pemuda
tersebut saat melangsungkan perkawinan. Bagi pemuda yang melangsungkan
perkawinan di atas usia dewasa dini, keharmonisan yang paling diutamakan
adalah ketenangan hati bersama keluarga, sedangakan keharmonisan
perkawinan pemuda dewasa dini yang di alami oleh pemuda yang mekawin di
bawah usia dini lebih mengedepankan ketengan dalam keluarga berdasarkan

keadaan ekonomi.3®

% Haris Hidayatulloh, “Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang” (Jurnal- Universitas Pesantren
Darul Ulum Jombang, 2016).

36 Mariatun Iftiyah, “Keharmonisan Perkawinan Pemuda Dewasa Dini, (Tesis - UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2017).
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Sebagaimana yang sudah dipaparkan dari penelitian-penelitian tersebut,
sama menjelaskan tentang perkawinan dan kursus atau bimbingan perkawinan.
Maka, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelum-sebelumnya,
penelitian ini di fokuskan pada konsep dan pelaksanaan serta evaluasi dan implikasi

bimbingan masyarakat dalam kementerian agama tentang pelatihan perkawinan.

. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, jenis
penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research). Metode penelitian
kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih berfokus pada pemahaman
secara mendalam terhadap suatu masalah dan menggunakan teknis analasis
mendalam. Analisis datanya bersifat deduktif dan hasilnya penelitian kualitatif
lebih menekankan makna dari pada generalisasi.®’
2. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan tujuan yang sudah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan
yaitu dalam penelitian ini sebagai berikut:®
a. Data tentang konsep pelatihan perkawinan dan dasar hukum adanya
bimbingan perkawinan di Kecamatan Gubeng Surabaya.
b. Data tentang pelaksanaan pelatihan perkawinan di Kecamatan Gubeng

Surabaya.

37 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.
% Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Surabaya, diambil tanggal 11 Februari 2020.



22

c. Data tentang evaluasi serta dampak dari pelatihan perkawinan dalam

keutuhan keluarga di Kecamatan Gubeng Surabaya.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data secara garis besar yang akan digunakan penulis

untuk memperoleh data dalam penulisannya diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Sumber primer (primary riset), yaitu data utama langsung dari
sumber pertamanya.®® Data yang di peroleh dari Kemenag serta dari

Kantor Urusan Agama (KUA) Gubeng kota Surabaya dan dari hasil
wawancara. Adapun data primer dalam peneletian ini diperoleh dari

sebuah buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah serta
dokumentasi tentang pelatihan perkawinan yang didapatkan dari

KUA maupun Kemenag beserta transkrip atau data tentang
perkawinan dan perceraian di Kota Surabaya. didukung dengan data

hasil wawancara dengan Bapak Abas, Bapak Mujianto selaku staf

Kemenag Surabaya yang diamanahi dalam menjalani program

tersebut serta Kepala KUA Bapak Faiq Ali, dan staf KUA lainnya .
Wawancara diambil dari informan ini adalah 5 pasang/ 10 orang

yang mengikuti pelatihan perkawinan yang menjadi peserta

pelatihan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian

Agama Kota Surabaya dan direalisasikan oleh Kantor Urusan

Agama Gubeng Surabaya.

%9 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
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b. Sumber sekunder, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh
peneliti sebagai penunjang dari sumber utama berupa, bahan
pustaka, buku-buku tentang pelatihan perkawinan, kemudian materi
yang disampaikan di pelatihan perkawinan dan data yang berkaitan
yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku pokok
Fondasi Keluarga Sakinah dan dokumentasi yang yang diperoleh
dari KUA dan Kemenag serta buku-buku tentang perkawinan.*°

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian ini

menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data yang diperoleh
melalui  buku-buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan
penelitian dan berguna untuk menguji hipotesa dalam penelitian ini.*

b. Observasi
Observasi (pengamatan langsung) merupakan metode pengumpulan data
dengan mengamati secara langsung di lapangan untuk menjawab hipotesa
dalam penelitian ini. Studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena
sosial yang diselidiki secara langsung dengan jalan pengamatan dan
pencatatan.*? Observasi adalah sebagian dari teknik pengumpulan data di

mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala dan

40 1hid.
41 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 12.
42 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, ( Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.
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subyek yang diarahkan pada tingkah laku sosial yang alamiah, tanpa
memanipulasi terhadap objek yang diteliti.*®

Berkaitan dengan observasi, peneliti memulai observasi penelitian sebelum
melaksanakan ujian proposal. Kemudian setelah dilaksanakan ujian
proposal, peneliti melakukan observasi untuk kedua kalinya dengan
membawa surat pengantar dari akademik untuk diserahkan kepada pihak
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Adapun
waktunya dimulai tanggal 20 Agustus 2019 sampai tanggal 10 Februari
2020.

Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah dialog 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh
peneliti untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.** Dalam
penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang yang mengikuti
pelatihan perkawinan dan orang yang tidak mengikuti pelatihan perkawinan
di kecamatan Gubeng Surabaya yang menjadi peserta pelatihan perkawinan

Kementerian Agama kota Surabaya untuk menguji hipotesa penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang sudah diperoleh, kemudian diolah dengan beberapa tahap

sebagai berikut:

a. Editing,

43 James A Black, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999),

93.

44 M. Igbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
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Penulis melakukan pemeriksaan kembali atas informasi atau data yang
telah yang telah didapatkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut

dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan dengan
permasalahan yang berkaitan dengan pelatihan perkawinan di Kecamatan

Gubeng Surabaya.
b. Organiting (Classifying)
Yaitu menyusun dan mengatur data yang telah didapatkan sehingga
menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis
mengumpulkan data-data yang telah diperoleh kemudian menyeleksi data
yang akan dipakai. °
6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif,
yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau
sumber-sumber tertulis. kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan
analisis deskriptif, yaitu analisis dengan menyesuaikan kenyataan yang telah
terjadi sesuai kondisi lapangan atau mengumpulkan data, untuk dianalisis
kemudian menginterpretasikan dari data-data tersebut yang diperoleh untuk
diambil kesimpulan. selanjutnya penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu
dimulai dari pemaparan teori - teori secara umum yang kemudian diarahkan
kepada pemahaman dan analisis yang lebih spesifik tentang konsep pelatihan

perkawinan.*®

45 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, 210.
46 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik, (Bandung: Mizan,
1990), 140.
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I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah memahami dalam penulisan thesis ini, maka

pembahasan dalam thesis ini dibagi ke dalam lima bab yang saling berhubungan

dengan lainnya, lima bab itu adalah :
BAB Pertama: Pendahuluan. Bab ini berisi yang di dalamnya terdiri dari
latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik,
penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
BAB Kedua : Berisi tentang teori-teori tentang perkawinan menurut hukum
Islam secara luas dan relevan yang terdapat dalam buku-buku representatif,
yang mencakup definisi dari perkawinan, tujuan dari perkawinan, dasar
hukum perkawinan, dan konsep pelaksanaan perkawinan.
BAB Ketiga : Mendiskripsikan mengenai data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang meliputi Selaras Pandang mengenai KUA Kecamatan
Gubeng Kota Surabaya, Serta mengenai data konsep pelatihan perkwainan
di KUA Kecamatan Gubeng Menurut Bimbingan Masyarakat Dalam
Kementerian Agama, dan Evaluasi serta dampak pelatihan perkawinan di
KUA Kecamatan Gubeng oleh Penghulu.
BAB Keempat: Analisis konsep dan pelaksanaan pelatihan perkawinan di
KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

BAB Kelima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II
BIMBINGAN MASYARAKAT DAN KONTROL SOSIAL
A. Bimbingan Masyarakat

Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan akan bimbingan tidak
hanya dirasakan oleh lingkungan persekolahan saja, namun juga pada masyarakat.
Maka dari itu, saat ini sedang dikembangkan pula pelayanan bimbingan masyarakat
dalam setting lebih luas, seperti halnya bimbingan pelatihan pra nikah pada
masyarakat. Oleh karena itu, bimbingan sangat diperlukan dengan populasi yang
beragam dan sejumlah tipe serta ciri problem manusia yang semakin meluas.*

Dengan populasi yang beragam maka ciri problem manusia pun juga meluas
terlebih dalam ruang lingkup perkawinan. Oleh karena itu, diperluakannya sebuah
cara metode atau konsep suatu bimbingan agar dapat menimilasir problematika
dalam rumah tangga maupun penyimpangan pasangan perkawinan. Sebelum
menguraikan tentang bimbingan masyarakat mengenai tentang bimbingan
pelatihan perkawinan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan pengertian dari
bimbingan secara umum.

Pengertian bimbingan secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa
Inggris yaitu guidance yang bersal dari kata kerja “to guide” yang berati
menunjukan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang
bermanfaat bagi kehidupannya di masa kini dan mendatang.? Sedangan secara

terminologi, pengertian dari bimbingan menurut Rahman Natawidjaya adalah

! Hamdani Bakari, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2002), 54.
2 Robert L Gibson dan Marianne H Mitchell, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Pustaka Fajar,
2008), 39
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bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan
secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya,
sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar, sesuai dengan
tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian dapat
mewujudkan kebahagiaan dalam hidupnya serta dapat memberikan sumbangan
yang berarti.

Dari uraian di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud
dengan bimbingan adalah proes pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang
ahli kepada seorang atau kelompok, agar mampu mengembangkan potensi (bakat,
minat, dan kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya, mengatasi persoalan-
persoalan) sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidup secara
bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dicita-citakan yaitu menjadi lebih baik.
Sedangakan pengertian tentang masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah
kesatuan hidup manusia yang berinteraksi meurut suatu sistem adat istiadat tertentu
yang bersifat continue, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas. Maka dari itu,
seacara umum dapat didefinisikan bahwa bimbingan masyarakat adalah suatu
proses pemberian bantuan tuntunan dan bimbingan kepada suatu kelompok yang
dinamakan masyarakat dengan berdasar pada norma yang bersifat kontinu yang
terkait oleh suatu rasa identitas.

Akan tetapi, bimbingan masyarakat dalam pembahasan ini adalah

bimbingan masyarakat dalam ranah perkawinan, yang mana perkawinan dan

3 Ibid.
4 Elizabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: erlangga, 2007), 23.
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keluarga merupakan rentetan alur dimana sebelum memasuki area rumah tangga.
Adanya pasangan laki-laki dan perempuan sebagai calon mempelai melakukan
tahapan penyesuaian dengan mengikuti bimbingan pelatihan perkawinan agar
mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.
Namun, yang telah menjadi problem adalah harapan dari perkawinan saat
memasuki area rumah tangga tidak seperti yang telah diharapkan. Harapan saat
pernikahan dengan adanya problem saat berkeluarga dapat berdampak pada
perceraian. Sebagaimana data yang telah dipaparkan di bab | mengenai tingginya
angka perceraian di Surabaya. Dari permasalahan tersebut kemudian diperlukannya
suatu solusi yang akhirnya muncul suatu program yang dinamanakan bimbingan
masyarakat tentang pelatihan perkawinan. Pihak KUA sebagai pelaksana program
ini bertujuan supaya hal-hal yang berkaitan dengan msalah keluarga dapat
diminimalisir serta dapat dicegah.®

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah
ikatan lahir dan batin antara sorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan. Dapat diketahui, bahwa dalam perkawinan adanya ikatan
lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Kedua ikatan yang
harus dilaksanakan adalah ikatan lahir maupun batin yang dituntut oleh keduanya.
Jika tidak ada salah satu dari keduanya, maka akan menimbulkan persoalan dalam
kehidupan pasangan tersebut. Persoalan-persoalan yang timbul dapat

mempengaruhi hasil pernikahan tersebut sehingga dapat berujung pada perceraian.

> Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Pernikahan, (Yogyakarta: CV Pustaka, 2005), 89.
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Oleh karena itu, perlu adanya profesi penolong, yaitu profesi bimbingan. Perlunya
bimbingan dalam pernikahan disebabkan adanya latar belakang yang ada.

Sebagaimana masalah-masalah yang telah diuraikan tersebut.

Kontrol Sosial

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis akan memakai teori sosiologi yaitu teori
kontrol sosial yang dipelopori oleh Travis Hirschi. Adapun pengertian dari
pengendalian sosial yang disebut juga dengan kontrol sosial ialah sebuah usaha
atupun upaya yang lakukan guna untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang
menyimpang dari ketentuan atau disebut juga penyimpangan sosial oleh masyarakat
yang kemudian dilakukan edukasi serta mengajak dan mengarahkan masyarakat
berperilaku atau bertindak dengan sesuai peraturan-peraturan atau norma-norma
yang berlaku.® Jadi sasaran dari teori tertuju pada konsep yaang tersistematis
disertai juga dengan teknik-teknik maupun strategi-strategi yang mengatur perilaku
manusia kemudian mengarahkan pada ketaatan atau penyesuaian pada aturan-
aturan yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, kontrol sosial ini dapat diartikan juga sebagai strategi-strategi
dengan cara mengajak, menggiring, mengarahkan masyarakat atau kelompok yang
dilakukan oleh masing-masing kelompok sebagai suatu proses pengawasan yang
dilakukan masing-masing kelompok masyarakat agar mengikuti norma-norma

sosial yang berlaku di masyarakat.’

& Margaret M Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 241.
" Damsar, Pengantar Teori-teori Sosiologi, (jakarta: Raja Grafindo, 2003), 86.
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Maka dari itu jika dikaitkan dengan penelitian ini, alasan penulis
menggunakan teori ini adalah penulis ingin mengetahui konsep Bimbingan
Masyarakat dalam kemenag tentang pelatihan perkawinan. Dalam melaksanakan
konsep tersebut dengan cara mengarahkan, mengajak serta membimbing
masyarakat untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai norma-norma dan nilai yang
berlaku. Kaitannya dengan pelatihan perkawinan dalam upaya antisipasi terjadinya
disharmonisasi dalam keluarga yang akan berdampak pada perceraian. Serta untuk
mengetahui sejauh mana hasil dari upaya tersebut dalam pengaplikasiannya di
masyarakat.

Selain dari pengertian di atas tersebut, pengertian lain dari beberapa tokoh
sosiologi. Seperti halnya menurut tokoh Astrid Susanto yang menyatakan bahwa
kontrol sosial adalah suatu upaya pengendalian sosial yang bersifat non fisik dan
psikologis dengan objek individu supaya seseorang sebagai objek kontrol sosial
dapat menerima ketentuan yang berlaku serta dapat bertindak dan bersikap dengan
sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam kelompok dimana ia tinggal.®

Kemudian pendapat lain dari Peter L. Berger yang memberikan definisi
bahwa kontrol sosial merupakan suatu metode yang dilakukan masyarakat dengan
berbagai cara guna untuk mencapai ketertiban anggotanya yang tidak sesuai dengan
norma yang berlaku.

Serta dalam pendapat yang diungkapkan oleh Joseph S. Roucek yang
mendefinisikan kontrol sosial atau pengendali sosial adalah sebuah prosedur

sistematis yang memuat tentang cara mengajak, mengarahkan serta membujuk

8 George Ritzwe, Sosiologi llmu Paradigma Ganda, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 126.
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individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan kebiasaan dalam
kelompoknya.

Sedangkan dalam pandangan Horton dan Hunt, pengertian pengendalian
sosial ialah berbagai cara serta upaya yang ditempuh oleh masyarakat tertentu
maupun oleh orang tua tertentu sehingga para anggota kelompoknya berperilaku
sesuai dengan harapan kelompok masyarakat tersebut.

Lebih lanjut dalam pendapat Bruce J.Cohen, yang mengartikan
pengendalian sosial atau kontrol sosial merupakan berbagai cara maupun metode
yang digunakan untuk mendorong individu di dalam suatu kelompok masyarakat
agar dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kelompok
masyarakat tersebut.’

Kemudian selain dari penjelasan di atas tersebut, kontrol sosial
(pengendalian sosial) memiliki fungsi, tujuan, ciri-ciri serta jenis pengendalian
sosial. Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu sejauh mana fungsi dan tujuan konsep
Kemenag (Bimas) yang direalisasikan KUA di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
dalam membimbing perkawinan.

Dalam pengertian di atas tersebut, mengenai tentang kontrol sosial juga
memiliki beberapa fungsi dan tujuan kontrol sosial (pengendalian sosial) adalah
sebagai berikut, antara lain:°

1. Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat,

2. Agar budaya malu dapat dikembangkan kembali dalam masyarakat,

% 1bid., 130
10 3. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi teks Pengantar dan Penerapan. (Jakarta: Prenada
Media Grup. 2004), 50.
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3. Adanya apresiasi bagi yang taat peraturan,

4. Dengan segala upaya meyakinkan masyarakat agar dapat mematuhi norma
yang berlaku,

5. Membuat sistem hukum.

Sedangkan agar dapat mengetahui adanya kontrol sosial dalam masyrakat,
maka hal perlu diketahui adalah dengan melihat adanya karakteristik dari kontrol
sosial. Oleh karena perlu diketahui kontrol sosial memliliki ciri-ciri sebagai berikut:

Dalam menertibkan individu maupun masyarakat terdapat suatu cara atau
metode khusus. Pengendalian sosial (kontrol sosial) bertujuan untuk mencipatakan
stabilitas sera keserasian terhadap berbagai perubahan yang ada di masyarakat.
Maka dari itu, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh setiap individu terhadap
individu lain, atau kelompok kepada individu/ kelompok lain. Kontrol sosial.

Sebagaimana kontrol sosial yang dilakukan oleh Kemenag (Bimas)
kecamatan Gubeng Kota Surabaya tidak terlepas dari metode atau cara khusus yang
digunakan untuk membimbing para calon pemgantin yang hendak melakukan
perkawinan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya disharmonisasi dalam
keluarga serta dapat terciptanya keluaraga yang bahagia berdasaran kepada Tuhan
Yang Maha Esa.

Kemudian dalam jenisnya, pengendalian sosial atau disebut juga kontrol

sosial guna untuk melihat jenisnya dapat dilihat berdasarkan cara atau
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perlakuannya, berdasarkan sifatnya, seta berdasarkan pelakunya. Penjelasan
selengkapnya sebagai berikut:!
1. Berdasarkan Sifatnya
Preventif, yaitu suatu usaha yang dilakukan guna untuk dapat mencegah
faktor-faktor yang dapat merusak keserasian masyarakat.
Represif, yaitu suatu usaha untuk membawa kepada titik awal kesesuaian di
masyarakat sesudah terjadinya peristiwa buruk atau pelanggaran peraturan.
Kuratif, yaitu kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dilakukan di saat
sedang terjadinya penyimpangan sosial.
2. Berdasarkan Cara Perlakuannya
Persuasif, yaitu suatu metode kontrol sosial yang dilaksanakan tanpa
adanya kekerasan. Seperti memberikan nasihat, membimbing, membujuk,
dan lain-lain.
Koersif, yaitu metode yang digunakan kontrol sosial dilaksanakan dengan
cara memberi sanksi tegas dan memaksa sesuai dengan pelanggarannya.
Seperti menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada
tempatnya.
3. Berdasarkan Pelakunya
Pengendalian pribadi, yaitu pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh

setiap orang yang mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh anutannya.

1 Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial “Sketsa Penelitian Perbandingan, (Yogyakarta: Kanisius,
1994), 199.
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Pengendalian institusional, yaitu pengendalian sosial yang dilaksanakan
oleh suatu institusi atau lembaga tertentu. Contohnya sekolah atau
pesantren.

Pengendalian resmi, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh instansi

resmi negara berdasarkan undang-undang. Contohnya kejaksaan,

kepolisian, dan lain-lain.

Pengendalian tidak resmi, yaitu pegendalian sosial yang dilaksanakan oleh

seorang atau lembaga masyarakat yang sifatnya tidak resmi.

Demikian kerangka teoritik yang akan penulis gunakan sebagai pisau
analisis untuk menjawab problematika yang terdapat dalam rumusan masalah.
Yang mencangkup tentang metode, fungsi dan tujuan, serta jenis kontrol sosial
dalam konsep Kemenag (Bimas) yang direalisasikan oleh KUA tentang Pelatihan
Perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dalam perkawinan guna untuk
meminimalisir atau upaya mencegah terjadinya disharmonisasi dalam keluarga
sehingga dapat mencapai tujuan dari pada perkawinan seperti yang dimaksud dalam
Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:'? ”Tujuan dari
perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia

berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

12 pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
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C. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan diartikan juga sebagai “pernikahan” diambil dari bahasa arab,
arti secara bahasa adalah berkumpul, dan adanya suatu ikatan.™* Sedangkan
menurut Imam Al Azhari mengartikan perkawinan atau pernikahan yaitu
bersetubuh (al wath’'u), karena dalam perkawinan merupakan sebab
diperbolehkannya untuk bersetubuh. Sedangkan menurut Imam Jauhari,
perkawinan (pernikahan) secara bahasa dapat berarti munculnya suatu akad,
seperti halnya ada ucapan : “Saya menikahi dia dan dia menikah dengan saya”,
maka artinya, saya telah menikah”. Dengan contoh ini, menunjukkan bahwa

perkawinan secara bahasa adalah akad. 14

Sedangkan perkawinan diartikan secara istilah dalam perspektif beberapa
madzhab adalah sebagai berikut. Menurut madzhab Syafiiyah perkawinan secara
istilah adalah suatu akad yang mengandung lafadz-lafadz diperbolehkannya
melakukan persetubuhan dengan menggunakan kata pernikahan atau
menikahkan dan sejenisnya.’® Dan Imam Romli menjelaskan bahwa lafadz
perkawinan atau sejenisnya itu berarti mengandung makna asli dalam suatu akad
dan mengandung makna kiasan dalam persetubuhan (watha’). karena lafadz

masuk dalam bagian ucapan (akad) dan bukan dalam perbuatan (watha’).1®

13 Tbnu Ya’qub Al Fairuz Abadi, Kamus Muhith, Juz |, (Beirut: Muassasah Risalah, Cet. V111, 1426
H), 246.

1% Ibnu Mandzur Al Anshori, Lisan — al ‘Arab, Juz Il, (Beirut: Dar Sodir, Cet. 111, 1414 H), 626.

15 Ahmad Khotib As Syirbini, Mughni Muhtaj, Juz IV, (Beirut : Darul Kutub “limiyyah, Cet |, 1415
H), 200.

16 Syihabuddin Ar Romly, Nihayatul Muhtaj, Juz VI, (Beirut : Dar-el Fikr, 1404 H), 176.
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Menurut madzhab Hanafiyah arti perkawinan secara istilah adalah akad
yang ditujukan untuk kepemilikan terhadap (mut’ah). yang berarti
diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk berkumpul dengan istrinya. Akan
tetapi menurut madzhab ini, mereka mengisyaratkan bahwa nikah itu harus
menyertakan ijab dan gobul. Hal inilah yang membedakan rukun perkawinan
dengan madzhab lainnya yang berarti menurut mereka tidak mensyaratkan
adanya wali dan saksi sebagai salah satu rukun dalam perkawinan.’

Sedangkan menurut madzhab Hanabilah arti dari pada perkawinan secara
istilah adalah akad untuk ikatan perkawinan. Dan Imam Qodhi menambahkan
bahwasannya lafadz perkawinan itu mengandung makna asli dalam makna akad
dan dalam berhubungan (Watha’) secara bersamaan. Hal ini mengacu pada

Firman Allah dalam surat An Nisa :22

(22:6L)... sl G0 48501 55 6 155835 35

“Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah
dinikahi oleh bapak-bapak kalian...”(An Nisa:22)

karena haram hukumnya bagi seorang anak yang akan menikahi atau
menggauli istri-istri yang telah dinikahi oleh bapak-bapak dari anak tersebut.*®
Pengertian pengertian yang sudah dipaparkan di atas tersebut sepertinya
pengertian hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu bolehnya hukum dalam
hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang

menjadi diperbolehkan. Karena setiap perbuatan hukum mempunyai akibat

17 Muhammad bin Framers bin Ali, Durorul Hukkam, Juz |, (Kairo: Darul Ihya’ Kutub Al Arobiyah),
326.
18 |bnu Qudamah, Mughni Muhtaj, Juz VI, (Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H), 3.
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hukum dan tujuan ataupun pengaruh. Maka dalam kehidupan manusia sehari-
hari inilah yang harus diperhatikan. Seperti halnya adanya perselisihan antara
suami istri atau adanya disharmonisasi dalam rumah tangga hingga terjadinya
perceraian. Jadi, diperlukannya penegasan arti dalam perkawinan, bukan hanya
dari sisi kebolehan berhubungan antara suami istri saja, akan teteapi lebih kepada
tujuan dan akibat hukum tersebut.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq tentang perkawinan adalah sunnatullah
yang berlaku pada manusia, hewan, atau tumbuhan semua makhluk Tuhan.
Perkawinan adalah cara dari Allah yang ditujukan untuk manusia dalam beranak
pinak atau melestarikan ketururnannya. Berbeda dengan makhluk lainnya yang
hidup bebas tanpa adanya aturan dalam berhubungan. Sehingga dengan adanya
perkawinan, Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
terhormat dan dengan dasar saling meridhai serta adanya ijab gobul dan dihadiri
oleh para saksi yang menyaksikan bahwasannya pasangan laki-laki dan
perempuan itu sudah saling terikat berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka
cara perkawinan inilah merupakan pemberian Allah Swt untuk manusia agar
aman pada naluri seksnya.

Kemudian disamping itu dari sisi definisinya Zakiah Derajat
menambahkan “Perkawinan merupakan bukan dilihat dari akad yang sudah
terpenuhi rukun dan syaratnya saja serta diperbolehkannya antara laki-laki dan
perempuan berhubungan (jima’) saja. Akan tetapi lebih kepada akibat hukum
akad tersebut. Di mana dari akad perkawinan tersebut antara pasangan suami

istri saling mendapatkan hak dan kewajiban serta adanya hubungan pergaulan
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berlandaskan saling tolong menolong. Karena perkawinan diatur oleh agama,
maka di dalamnya mengandung maksud atau tujuan mengharap ridho dari Allah

Swt.®

2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah Swt menciptakan alam semesta beserta isinya sebagai bentuk dari
kekuasaan-Nya yang tak ada batasnya dan hikmah dari penciptaan alam itu
adalah agar terbentuknya satu keluarga harmonis yang terbentuk dengan
ketentuan ketentuan-Nya yang mana dengan ketentuan-ketentuan-nya dapat
melahirkan rasa saling tolong menolong dan saling mencintai antara dengan
satu dan lainnya. Dalam kehidupan dan perkembangannya, perkawinan
mempunyai peranan yang penting. Oleh karena itu, Allah Swt melalui utusan-
Nya memberikan tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.
Adapun dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Al Quran, diantaranya:

Surat An Nisa ayat 1:

%53%‘31;3;6 ‘jwwuﬁ'gal,. ‘5"0‘ W/ cn*‘ d"u\ @‘ b
...... ;m 3 Gé/’;‘g\ég ‘:étg C:AS. 3

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan
pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah
memperkembangbiakkan yang banyak.” Q.S An Nisa: 1

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Swt memerintahkan
kepada hambanya untuk membangun rasa kekeluargaan dengan

mengedepankan konsep silaturahim yang didasari dengan rasa saling mencintai

19 Abdul Rahman Ghazali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Cet.VI, 2014),
9-10.
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dan saling mengasihi antar sesama hambanya, sehingga menciptakan rasa
persatuan yang kuat. Dan Allah Swt melarang bagi hambanya untuk memutus
hubungan ikatan kekeluargaan (silaturahim) dan hal ini sesuai dengan perintah
Allah Swt agar manusia itu saling mencintai dan saling berhubungan dengan
yang lainnya.?

Allah Swt telah memberikan karunia atau rizki yang besar kepada
hambanya, diantaranya menjadikan semua makhluk hidup (manusia) dalam
berpasang-pasangan agar saling melengkapi di antara keduanya. Agar mereka
dapat mensyukri nikmat yang telah dianugerahkan oleh-Nya. Oleh karena itu
Allah Swt memeritahkan hambanya agar memperhatikan hak-hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. 2

Kemudian selain dari pada itu dasar hukum perkawinan yang lain juga

terdapat pada Firman Allah Swt yang berbunyi:?

(188 3585 81 et 2ot (o D 3 180 c8 5551 5
ke 2y W aliad e A 44

“Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah Swt akan memampukan mereka dengan Kurnia-
Nya. Dan Allah Swt Maha Luas (pemeberian-Nya) lagi Maha
mengetahui.” Qs An-Nur: 32

Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:?

20 Wahbah Zuhaili, Tafsir Wasith, Juz I, (Damaskus: Darul Fikr, Cet.l, 1422 H), 278-280.

2L Abdullah As Sa’di, Tafsir Mannan, Juz 1, (Beirut: Muassasah Risalah, Cet.l, 1420 H), 163.
22 Departemen Agama RI, Tarjemah Al Quran Al Hidayah, (Jakarta : PT Kalim, 2011), 355.
2 |bid.
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum berfikir.” Qs Al Rum: 21

Kemudian juga dijelaskan dari sabda Rasulullah Saw. Yang berbunyi:?*

9 37 Bl (S0 pllat 4 LB G234
4 @v«*‘bﬂﬂ&wé“/cﬁf@&aﬁj@iﬁ

(4 (3das) 39
“wahai para pemuda, apabila dari kalian semua telah mampu untuk
kawin, maka kawinlah, sesungguhnya kawin itu menundukkan
penglihatan dan menjaga kemaluan. Barang siapa dari kalian semua
belum mampu melakukannya maka lebih baik bagimu berpuasa.

Sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya.” (Muttafaqun
Alaih)

Berdasarkan dasar hukum perkawinan dari Al Quran dan Hadist

Nabi di atas, sebagian dari ulama mengemukakan pendapatnya bahwa

hukum asal perkawinan adalah sunnah, sedangkan beberapa ulama yang

lain mengatakan mubah (boleh). Kemudian dari pada itu, jika ditinjau dari

ahkamul khomsah hukum perkawinan dapat berubah sesuai dengan kondisi

itu bisa menjadi:®

1. Wajib

24 Ibnu Hajar Al-Atsqolaniy, Bulughul Marom, (Surabaya: Dar Al-Jawahir, t.t), 291.

25 Abul Abbas Sihabuddin Al Qorofi, Ad Dzakira, Juz 1V, (Beirut: Darul Ghorbi Al Islami, Cet.I,

1994), 188-190.

Syamsuddin As Syirbini, Mughni Muftaj, Juz 111, (Beirut: Darul Ma’rifah, Cet I, 1418 H), 168-170.
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Yaitu jika bagi seorang apabila takut untuk melakukan perzinahan dan
lemah dalam melawan hawa nafsunya. Kemudian orang ini telah
mempunyai kemauan yang sangat kuat untuk menikah. Sebagai contoh
dia tidak mampu untuk menghindari hawa nafsunya dengan berpuasa.

2. Sunnah
Bagi seorang yang mempunyai keinginan atau ketertarikan dalam
perkawinan dengan syarat memungkinkan baginya mampu
menyediakan mahar yang cukup dan mampu memberikan nafkah dalam
hidupnya.

3. Mubah
Apabila dia mampu menghindari terhadap perbuatan zina atau dapat
mengontrol hawa nafsunya, maka baginya diperbolehkan untuk memilih
antara menikah atau tidak.

4. Makruh
Apabila ada seseorang belum mampu menyediakan mahar perkawinan
atau baginya tidak ada rasa ketertarikan terhadap perkawinan.
Kemudian apabila dengan adanya perkawinan tersebut dapat
mengurangi atau mengganggu bentuk ibadahnya kepada Allah Swt.
Atau baginya mampu menyediakan mahar akan tetapi sudah berumur
atau memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh, maka baginya
makruh untuk melangsungkan perkawinan.

5. Haram
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Yaitu bagi seorang yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab dalam
rumah tangga dan dia tidak juga memiliki kemauan dalam perkawinan.
Apabila melangsungkan perkawinan dikhawatirkan akan mengabaikan

keluarganya.

Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebagaimana yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa perkwinan merupakan ikatan suci yang diikat oleh sebuah
akad atau diartikan sebagai perjanijan yang sangat kuat (mitsagan ghalidhah).
Maka dari itu, jika dilihat dari pengertian di atas bahwa dalam perkawinan
tidak hanya sebatas ikatan keperdataan dan untuk menyalurkan kebutuhan
biologis yang dari hukum haram menjadi halal, namun perkawinan
merupakan sunnah Rasullah Saw yang digunkan sebagai sarana ibadah serta
membangun hubungan Hukum Islam dengan kebutuhan biologis manusia.
Dan juga untuk menatati perintah Allah Swt, dan melaksanakan perkawinan
termasuk ibadah (KHI Pasal 2). Nilai kesucian dalam perkawinan sebagali
wujud dari instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt akan hilang, jika
memahami perkawinan hanya sebatas ikatan atau kontrak keperdataan saja.
Maka dari itu, Islam mengatur sedemikian rupa mengenai perkawinan agar
manusia dapat melaksanakan sesuai dengan tuntunan shari’at (syarat dan

rukunya).?®

26 1bid.
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Adapun Syarat di dalam rukun perkawinan sudah dijelaskan dalam

hukum Islam, berikut penjelasannya:?’
a. Mempelai laki-laki, disyaratkan:

1. Islam

2. Baligh

3. Tidak dalam keadaan thram

4. Kehendak sendiri

5. Sudah ditentukan

6. Mengetahui nama dan calon istrinya

7. Mengetahui status calon istri

8. Jelas orangnya

9. Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon istri (bukan

mahrom)

b. Mempelai istri, disyaratkan:

1. Islam

2. Baligh

3. Tidak dalam keadaan ihram

4. Sudah ditentukan

5. Tidak terikat dalam ikatan perkawinan

6. Tidak dalam masa Iddah (Raj i)

7. Jelas orangnya

27 Syamsuddin As Syirbini, Mughni Muhtaj, Juz 111, (Beirut: Darul Ma’rifah, Cet. I 1418 H), 188-
198.
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c. Wali nikah, disyaratkan:
1. Islam
2. Baligh
3. Kehendak sendiri
4. Merdeka (bukan budak)
5. Laki-laki
6. Mukallaf (baligh,aqil)
7. Bukan orang fasiq
8. Tidak gila/idiot atau sejenisnya
9. Tidak dalam keadaan ihram
d. Dua orang saksi, disyaratkan:
1. Islam
2. Baligh
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Orang yang adil (tidak fasiq)
6. Tidak kekurangan dalam keadaan fisik (dapat mendengar, melihat)
7. Tidak ditentukan dalam perwalian
e. ljab Qobul, disyaratkan:
1. Harus menggunakan lafadz “saya nikahkan” atau “saya kawinkan”
dan sejenisnya atau terjemahan dari kata-kata tersebut
2. Tidak menggunakan kata kiasan

3. Antara ijab dan qobul tidak boleh ada jeda waktu yang cukup lama
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4. Tidak boleh ada kalimat selaan selama ijab dan gobul diucapkan

5. Ucapan ijab dan gobul terdengar di sekitarnya

Syarat dan rukun dalam perkawinan harus terpenuhi, jika tidak
terpenuhi, maka perkawinan yang akan dilaksanakan menjadi tidak sah. Hal
ini juga terdapat dalam kitab al Figh ‘ala madzahib al-arba’ah jika syarat dan
rukun tidak terpenuhi maka nikah tersebut disebut nikah 7asid. Nikah fasid
adalah nikah yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil
adalah sama tidak sah.?® Oleh karena itu, kedua calon mempelai atau yang
akan melangsungkan perkawinan hendaknya harus memperhatikan ketentuan

syarat dan rukun dalam perkawinan.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan jika ditinjau dalam magashid shari’ah adalah hifdz
an-nasl (menjaga keturunan) dan hifdz al-‘irdh (menjaga kehomatan).
Maksud dari hifdz an-nasl (menjaga keturunan) adalah memperbanyak atau
menjaga keturunan untuk keberlangsungan kehidupan atau mengerjakannya
sesuai yang telah disyariatkan dengan jalan perkawinan. Bukan menghasilkan
keturunan dengan jalan seperti naluri hewani. Atau dalam beberapa
masyarakat awam yang tidak diketahui asal-usulnya hidup secara individu
serta tidak mengetahui ayah dan ibunya. Sedangkan maksud dari hifdz al-
‘irdh (menjaga kehomatan) adalah menjaga martabat, kesucian, dan

kemuliaan. hifdz an-nasl (menjaga keturunan) dan hifdz al- irdh (menjaga

28 Abdul Rahman al-Juzairy, Figh al-Islam ‘ala Madzahibu al-Arba’ah, Juz IV, (Maktabah al-
Tijariyah al-Kubra), 118.
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kehomatan) merupakan tujuan perkawinan dalam pandangan maqashid
shari’ah.?® Disamping itu, para ahli medis menyampaikan, bahwasannya
tujuan perkawinan ada tiga. Diantaranya menjaga keturunan, mengeluarkan
mani yang mana dia menjadi bahaya jika tidak dikeluarkan, memperoleh
kebahagiaan.*

Sedangkan secara umum tujuan dari perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga yang yang bahagia yang kekal berdasarkan Tuhan Yang
Maha Esa sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu, keluarga yang bahagia atau dalan
istilah ilsam sakinah mawaddah warahhmah adalah dambaan setiap insan
manusia yang hendak berkeluarga, maka untuk mewujudkannya perlu adanya
rasa saling mengerti dan menerima dan unsur yang terpenting adalah
mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konsepsi Undang-
undang Perkawinan jika diamanti mengenai tentang tujuan perkawinan sama
sekali tidaklah bertentangan dengan konsepsi yang ada dalam hukum Islam.
Artinya bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut justru
dapat menunjang terlaksananya hukum islam dalam ruang lingkup tujuan
perkawinan.®

Kemudian disamping itu, terdapat beberapa ahli hukum Islam seperti

Drs. Masdar Hilmi yang merumuskan tujuan perkawinan adalah selain untuk

29 Nuruddin bin Mukhtar al Khodimiy, limu Magashid Shari’ah, Juz 1, (Beirut: Maktabah Aiman,
Cet. 1, 2001), 88.

30 Syamsuddin As Syirbini, Mughni Muhtaj, Juz III, (Beirut: Darul Ma’rifah, Cet. I, 1418 H), 166.
31 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: CV Mitra
Utama, Cet I, 2011), 113.
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memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta dapat menjadi jalan untuk
menyalurkan kebutuhan biologis dan menghindarkan dari perzinahan, juga
untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan
dalam menjalani kehidupan di dunia agar dapat memperoleh ketentraman dan
ketenangan jiwa yang bersangkutan.

Pendapat lain yaitu dari Ny. Soemiati, S.H menjelaskan tujuan
perkawinan sebagaimana ketentuan dalam shari’at Islam adalah memenuhi
kebutuhan kebiasaan kemanusiaan, yaitu hubungan antara laki-laki dan
perempuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang bahagia, dengan
dasar kasih sayang, guna mendapatkan generasi-generasi dalam masyarakat
yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.®2

Selain hal dia atas tersebut, terdapat beberapa aspek mengenai tujuan
perkawinan, antara lain:

Pertama, yaitu jika ditinjau dari unsur psikologis sebuah rumah
tangga diharakan dapat mewujudkan:

a. Diterima keberadaannya serta dapat menjadi tempat berlindung

mencairkan kasih sayang secara wajar dan apa adanya,

b. Dapat diterimanya semua anggota keluarga serta dibarengi

dengan rasa nyaman,

32 K.N. Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, Dasar-daar memahami Hukum Islam di Indonesia,
(Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 113.
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c. Menjadikan sebuah tempat untuk setiap anggota keluarga bisa
mendapatkan support dari aspek psikologis untuk perkembangan
jiwa,

d. Sebuah keluarga dapat menjadi basis membentuk identitas, citra
dan konsep dari para anggota keluarga.

Kedua, yaitu jika ditinjau dari unsur fisiologis sebuah rumah tangga

diharakan dapat mewujudkan:

a. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan sarana berteduh
yang baik dan nyaman.

b. Setiap lapis keluarga berhak mendapatkan konsumsi makan-
minum, pakaian yang memadai.

c. Menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan biolosgis bagi

pasangan suami-istri.3*

Ketiga, yaitu ditinjau dari aspek sosiologis, antara lain:®

a. Menjadikan tempat pertama yang terbaik bagi setiap anggota
keluarga.

b. Menjadi bagian dari unit sosial terkecil yang menjembatani
interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan

masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

33 Satria Effendi, Prolematika Hukum Keluarga Kontemporer, (Jakarta: Predana Media Grup: 2010),
78.

34 Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul-Press 1986), 120.

35 Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga sakinah, (Bandung:Al-Bayan,
1997), 89.
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Kemudian dalam pandangan Imam Al-Ghazali yang tertera kitab

Ihya’ mengenai faedah melaksnakan perkawinan, bahwa tujuan perkawinan

diharapkan dapat dikembangkan beberapa hal sebagai berikut :

a.

Mendapatkan keturunan dari perkwinan yang sah serta untuk
melangsungkan dan mengembangkan keturunan suku-suku
bangsa manusia.

Memelihara umat mausia dari kerusakan dan kejahatan.

Dapat terpenuhinya tuntutan naluriah hidup manusia.
Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang
halal serta dapat memperbesar rasa tanggung jawab.
Mewujudkan serta mengatur sebuah rumah tangga yang menjadi

basis pertama yang besar di atas dasar cinta dan kasih sayang.

Secara keseluruhan dari pendapat para ahli tentang tujuan perkawinan

di atas tersebut sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dalam ruang lingkup

perkawinan. Seluruh tujuan dari perkawinan di atas tersebut pada dasarnya

bersumber dari satu tujuan yaitu untuk memelihara rassa cinta dan kasih

sayang pasangan suami istri sehigga dapat terciptanya ketengan dan

ketentraman dalam sebuah rumah tangga. Sebagaimana yang telah disebutkan

dalam al-Qur’an disebut dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah. >’

Yaitu telah disebutkan dalam surat al-Rum (30) ayat 21.:

36 Mohammad Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Islam, ( PT Bumi Aksara, Cet. IV, 2002), 165.
87 pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum berfikir.” Qs Al Rum: 2138

Dalam al-Qur’an tern sakinah, mawaddah, wa rahmah bersangkutan
pada sebuah upaya uraian dari ungakapan “rumah tangga yang ideal” yang
mana tern tersebut menjadi potret keluarga ideal yang selaras dengan maksud
yang terdapat dalam al-Qr’an. Lebih lanjut akan lebih menarik jika membahas
maksud dari ketiga kata tersebut satu persatu.

Pertama, sakinah jika ditinjau dari segi bahasa memiliki arti
ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kecintaan dan kasih
sayang.*® Sedangkan dalam tern bahas arab “sakinah” terdiri dari tiga huruf
yaitu sin, kaf, dan nun yang berarti tenang, ketenangan dan diam.*® Kata
sakinah dalam Al-Qur’an terulang kurang lebih 45 kali dalam berbagai
variannya.*

Sakinah atau ketenangan juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat at-

Taubah ayat 26 yang berbunyi:

N

----- Gl 85 5 (e i 5T

38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Kalim, 2011), 664.

3% Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1988), 521.

40 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet I, 1984),
646.

41 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tanggerang: Lenteran Hati, 2014), 154.
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“Allah akan menurunkan ketengan kepada Rasul-Nya dan kepada
orang-orang yang beriman.....”*

Dan juga dalam surat al-Ma’arij ayat 19-24 yang berbunyi:

B i A5 1315 . Bala R0 AGA 15 L Bla G SLY Oy
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2gks
“sesugguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir,

Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila ia

mendapat kebaikan ia umat Kkikir, kecuali orang-orang yang
99 43

mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sakinah akan diperoleh bagi orang-
orang yang beriman dan senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Demikian
juga dalam keluarga, sakinah (ketenangan) juga akan diturunkan Allah Swt
kepada setiap anggota keluarga, dengan cara merawat cintanya dan
menyuburkan kasih sayang diantara mereka demi tercapainya sakinah
(ketenangan) dalam berumah tangga.

Menurut Hasan Basri keluarga sakinah adalah keluarga yang
dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang disertai rasa ketentraman serta
ketenangan , hubungan suami istri yang akrab, cinta kasih (perhatian)
kepada anak-anaknya yang mendalam.** Kemudian Menurut M. Quraish

Shihab keluarga sakinah adalah ketengan dan kedamaian dalam rumah

tangga, rumah tangga yang dipenuhi oleh kasih dan sayang yang semula

42 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Kalim, 2011), 281.
3 Ibid.
44 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 90.
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dipenuhi oleh gejolak dalam hati dengan penuh ketidak pastian untuk
menunjukan ketenangan yang dimaksud adalah dinamis.*®

Disamping itu, pengertian lain dari Abdul Hamid Kisyik
memberikan pengertian keluarga sakinahyaitu keluarga yang sejahtera serta
dilihat dari segi kerohanian tentang tujuan perkawinan, yaitu ketengan
hidup yang dapat menumbuhkan tahapan rasa cinta kasih sayang diantara
dari setiap anggota keluarga.*®

Kedua adalah mawaddah, dalam al-Qur’an kata mawaddah terulang
kurang lebih 29 kalidengan berbagai vaian yang tersebar dibeberapa ayat.
Tern ini yang dalam bahasa indonesia biasanya diterjahkan dalam arti cinta
atau kasih sayang. Dari pendapat beberapa mufassir tentang mawaddah jika
dihadapkan dengan surat Al-Rum memili arti a/-jima’ (persetubuhan) dan
rahmah adalah anak.*’

Sedagkan dalam pendapat Al-Mawardi selain dari pendapat yang
telah diuraikan di atas tersebut, ia memberikan 3 tambhan, antara lain:*®
a) Mawaddah disebut juga dengan A/-Mahabbah dan rahmah (shatagah).
b) Mawaddah adalah cinta besar (membara) sedangkan rahmah adalah

cinta kecil (stabil).

¢) Mawaddah maupun diartikan sikap dari suami atau istri yang saling

menyangai dan mengasihi.

45 M. Quraish Shihab, Perempuan.....” 154.

4 Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, (Bandung, Mizan,
1997),15-16.

47 1bid.

48 Al-Mawardi Al-Bashri, An Nugot wal ‘Uyun al-Tafsir, (Beirut: Dar Al-Kutub al-1slamiyah, cet.
IV, t.t), 305.
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Ketiga adalah rahmah, kata ini terulang di dalam Al Quran sebanyak
330 kali yang artinya sebuah rasa kasih sayang dan cinta yang disebabkan
oleh kebutuhan manusia ketika butuh teman. Contohnya, seorang suami dan
istri membutukan adanya anak (kiasan yang dihasilkan dari hubungan intim
antara seorang suami dan istri) kemudian dari anak inilah yang
memunculkan rasa cinta kasih sayang dalam keluarga.*

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bawhasannya
keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dapat memberikan rasa
ketenagan lahir batin serta ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki
meliputi rasa cinta kasih mawaddah dan wa rahmah yang diwujudkan

melalui perkawinan yang sah.

49 Ibid., 155-156.
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PRAKTEK BIMBINGAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN
PELATIHAN PERKAWINAN DI KUA GUBENG KOTA SURABAYA

A. Konsep Pelatihan Perkawinan di KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
1. Sejarah dan Profil Kantor Urusan Agama Gubeng Kota Surabaya

Dalam pembangunan pemerintahan dibidang agama, Deparetemen Agama
memiliki peran penting di dalamnya, dengan dihadapkan problematika
masyarakat dari berbagai sudut pandang yang telah gejala dalam masyarakat
berkembang, maka dalam problematika tersebut Aparatur Departemen Agama
diharapakan selelu tanggap atau responsive berusaha untuk melayani pada
masyarakat dengan pelayanan yang terbaik. Salah satu yang diberikan
wewenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama yang berada lasngung
pada tanggung jawab oleh kepala Kantor Departemen Agama Kota.

Yang akan dipaparkan salah satunya adalah dalam penelitian ini yaitu
Kantor Urusan Agama Gubeng Kota Surabaya. Di bawah kewenangan
Kementerian Agama Kota Surabaya yang juga sebagai salah satu kerja sama
dari berbagai lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan, yang oleh
masyarakat luas sangat diperlukan keberadaannya, terutama oleh masyarakat
Kecamatan Gubeng yang memerlukan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Mengenai tentang sejarah berdirinya KUA Gubeng Kota Surabaya pada
tahun 1980 di JI. Bratang Binangun VIII Nomorl13, Baratajaya Surabaya. Dan
kurang lebih sudah dua tahun terakhir KUA Gubeng pindah di Gang bengkok

Il Nomor 1 Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Kode pos 60284 dengan
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cakupan wilayah relative luas KUA Gubeng dan terdapat enam kelurahan yang
dibawahinya, yaitu sebagai berikut:
a. Airlangga
b. Gubeng
c. Kertajaya
d. Mojo
e. Pucang sewu
Wilayah KUA Gubeng memiliki letak geografis yang berbatasan dengan:
a. Sisi utara: Mulyorejo
b. Sisi selatan: Wonocolo
c. Sisi Timur : Tenggilis
d. Sisi Barat: Tegal Sari
Kemudian dari pada itu, KUA Gubeng Kota Surabaya juga memfalitasi
perlengkapannya dengan menyediakan 3 komputer serta 3 buah printer, 10 buah
Almari, 1 buah jaringan Wifi, 1 set meja akad nikah dan 34 buah meja kerja dan
kursi dalam proses pelaksanaan pekerjaan guna untuk memberikan pelayanan
demi kenyamanan dan kepuasaan masyarakat.*
Upaya tersebut tidak lain juga diikuti dengan Visi dan Misi guna untuk
dapat melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya serta mewujudkan
tugas-tugas yang diembannya. Adapun Visi dan Misi KUA Gubeng Kota

Surabaya adalah sebagai berikut:?

! Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng kota Surabaya, diambil tanggal 11 Februari 2020.
2 |bid.
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a. Visi

Adapun visi yang terdapat dalam KUA Gubeng Kota Surabaya adalah

“Mewuwujudnya masyarakat Indonesia yangmandiri, cerdas, rukun

serta taat beragama, sejahtera lahir batin.” Selain itu juga memberikan

pelayanan terbaik, terdepan dalam menangani problematika maupun
solusi yang berkaitan dengan perkawinan dan ruju’, melayanani
mengenai Ibadah sosial dan Keagamaan.

b. Misi

Sedangkan misi yang terdapat dalam KUA Gubeng Kota Surabaya

adalah terperinci sebagai berikut:®

1. Meningkatkan kapasitas pemahaman, penghayatan dan pengalaman
Agama Islam.

2. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan,
keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial serta pengembangan
kemitraan umat Islam.

3. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga
keagamaan Islam serta pendidikan keagamaan terutama pada calon
pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan.

Kemudian mengenai tentang struktur KUA Gubeng Kota Surabaya,

sebagaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan

3 Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surarbaya, diambil tanggal 11 Februari
2020.
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tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan nomor 34 Tahun 2016 Susunan
organisasi KUA Kecamatan Gubeng terdiri atas: *

a. Kepala KUA Kecamatan;

b. Petugas Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi di KUA Kecamatan Gubeng:®

H. M. Ali Faiq, S.Sos.
(Penghulu)
Tata Usaha Jabatan Fungsional
H. DR. Samsu Penyuluh
Hj. Anik Winarni Thohari, M.H.1 H. Dr. Hafid
v v
H. Muhaimin H. Kusaeri, S.E.
v v
Hj. Eka Dhian, S.H. Hj. Rini, M.Ag.

Kepala KUA dijabat oleh penghulu dengan masa jabatan paling lama adalah
empat (4) tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin
KUA Kecamatan. Kepala KUA juga sebagai penanggung jawab pada petugas
Tata Usaha, yang mana petugas Tata Usaha tersebut bertanggung jawab atas
urusan tata usaha, rumah tangga, serta pelaporan. Sedangkan pada kelompok

jabfung (Jabatan Fungsuonal) dalam KUA melaksanakan tugas dan fungsinya

4 Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.
% Data KUA Gubeng Kota Surabaya, diambil tanggal 11 Februari 2020.
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menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku. Yaitu terdiri dari penghulu

dan penyuluh Agama Islam. ®

Adapun tugas dan fungsi Instansi dalam ranah kecamatan yang berada di
bawah wewenang serta tanggung jawab Kementerian Agama dan juga sebagai
unit pelaksana teknisnya yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai
pelaksana peratruran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
secara operasional dibina oleh kepala kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota. Adapun tugas KUA Kecamatan sesuai dengan PMA Nomor
34 tahun 2016 adalah merealisasikan serta memberikan pelayanan dan
bimbingan kepada masyarakat Islam dalam satuan wilayah kerja masing-
masing. Dalam melaksanakan tugas, KUA kecamatan menyelenggarakan
fungsi =’

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah

dan rujuk;

b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA

Kecamatan;

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

6 Samsu Thohari Penghulu KUA Kecamatan Gubeng Surabaya, Wawancara, Surabaya 11 Februari

2020.

" pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.
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h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
Di samping tugas dan fungsi di ats tersebut, dalam tugas dan fungsinya KUA
Kecamatan juga memberikan pelayanan mengenai bimbingan manasik haji bagi

jamaah haji reguler.

2. Bimbingan Masyarakat dengan Pelatihan Perkawinan
a. Pengertian Pelatihan Perkawinan

Sebelum menguraikan tentang pelatihan perkawinan, penulis
terlebih dahulu mengemukakan definisi dari pelatihan secara umum.
Adapun pengertian dari pelatihan (training) merupakan serangkaian
program yang memilik tujuan untuk memberikan pengembangan sikap
yang lebih baik dari sebelumnya, bermula pada pemberian pengetahuan
sehingga dapat diterpkan pada tingkah laku, ketrampilan sesuai dengan
ketentuan instansi atau suatu perusahan. Pelatihan ini juga sebagai salah
satu unsur yang tersistematis yang mana karyawan dapat mempelajari
pengetahuan (Knowledge), keterampilan (Skill), Kemampuan (Ability)
atau prilaku terhadap tujuan pribadi organisasi.®

Pelatihan yang dimaksudkan di sini adalah pelatihan yang
berkaitan dengan penelitian yaitu pelatihan yang dilakukan oleh KUA
Surabaya sesuai dengan ketetapan Direktur Jendral Bimas tentang kursus

calon pengantin. Terkait pondasi dasar untuk melaksanakan suatu

8 Arifin, Pokok-pokok TEntang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah
(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 18.
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perkawinan serta pengetahuan dasar tentang kehidupan berkeluarga
(rumah tangga). Selain itu, pelatihan yang terdapat dalam peraturan
tersebut termasuk di dalamnya adalah mengenai bimbingan-bimbingan
kepada calon pengantin.

Bimbingan yang dimaksud adalah pendampingan kepada individu
maupun Kkolektif, yang direalisasikan oleh seorang ahli (pakar) disebut
juga konselor pelatihan (bimbingan) yang berupa pendampingan
psikikologis, bukan pada ranah bimbingan fisik.® Berdasarkan peraturan
yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor DJ.1II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman tentang
Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.'® Pendampingan tersebut diarahkan
untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang kekal berdasarkan
Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, bimbingan yang dilaksanakan sebelum
perkawinan tersebut guna untuk mendapatkan pengetahuan secara
komperhensif  tentang  perkawinan  serta  diharapkan  dapat
mengimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga agar dapat
tercapai suatu tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah.

Pada dasarnya keharmonisan keluarga sebagaimana yang
dimaksud dalam tujuan perkawinan tidak semata hanya ditentukan oleh

kematangan fisik, psikologis serta emosional saja. Namun, juga harus

® Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Yogyakarta: Audi Offset, 1995), 4.
10 peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/542Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.
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dibarengi dengan kualitas atau kematangan calon pengantin dalam
memahami subtansi dan urgensi dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu,
dalam menyelami samudra rumah tangga yang akan diterjang ombak badai
berbagai macam masalah dalam penyelesaiannya tidak mudah bagaikan
membalik telapak tangan.

Oleh sebab itu, beberapa unsur yang telah dijelaskan di atas
diharapkan mampu memberikan terobosan yang bersifat solutif kepada
para calon mempelai yang hendak melangsungkan suatu perkawinan.
Sepasang calon suami istri memang sangatlah membutuhkan ilmu
mengenai berkeluarga, maka dari itu untuk pasangan yang hendak
melakukan perkawinan hendaknya perlu mengikuti pendidikan Pra-Nikah
yang beruba pembekalan sebelum melakukan perkawinan yang disebut
Bimbingan Perkawinan. Karena bimbingan perkawinan tersebut adalah
bentuk dari salah satu upaya penting dan strategis. Pada bimbingan
perkwinan ini, calon pengantin mendapatkan suatu pengalaman serta
pendidikan yang sangat komperhensif serta memiliki arti yang strategis,
dan juga dalam rangka untuk membangun serta mewujudkan masyarakat
dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertagwa kepada Allah Swt. Oleh
sebab itu, semua lembaga Pemerintahan harus mewujudkan keinginan
bersama saling bersinergi dalam menyiapkan pasangan keluarga dan
sekaligus ikut mengantarkan pasangan suami istri menuju keluarga yang

sakinah, mawaddah, wa rahmah.
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b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Petunjuk Pelaksanaan Bimas/bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

untuk pasangan catin sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 2019. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan
Gerakan Keluarga Sakinah;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan Tarif
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Agama,

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor DJ.I11/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk
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Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah
Atau Tujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/OMK.05 Tahun 2012 Tetang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 1191);

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan
Tujuan diadakannya Bimbingan Perkawinan adalah sebagai
berikut:!

1) Untuk mengarahkan serta memberik pendidikan kepada calon pasangan
yang hendak menikah agar dapat tercapainya rumah tangga yang
bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

2) Untuk meyakinkan suatu Kelaurga / rumah tangga lestari dan kokoh
serta dapat mewujudkan sakinah dalam keluarga.

3) Untuk dapat membantu penguramgan angka perceraian karena
perselisihan yang berkepanjangan serta kekerasan dalam keluarga.

3. Konsep Pelatihan Perkawinan di KUA Gubeng Kota Surabaya
Peraturan mengenai bimbingan perkawinan yang telah tercantum dalam
peraturan Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga sakinah Ditjen
Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia Tahun 2017 yang telah

direalisasikan oleh Kantor Urusan Agama Gubeng Kota Surabaya dalam

11 pasal 2 Peraturan Direkktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen agama Nomor
DJ. 11/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.



65

pelakansaan penyampaian materi, penulis akan mencoba untuk menjelaskan
tentang konsep pelaksanaannya terdapat dua modul dalam pelaksanaan
pelatihan. Berikut penjelasannya:*?
a. Modul Pertama
Adapun modul pertama terdapat beberapa materi, antara lain adalah:
e Perencanaan untuk mewujudkan keluarga sakinah,
e Pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika
dalam keluarga yang dinamis,
e Pemenuhan kebutuhan keluraga yang meliputi hak dan kewajiban suami-
istri
Dari modul di atas tersebut, diharapkan bagi calon pengantin akan lebih
mengetahui akan esensi dari perkawinan, juga mengetahui betapa urgennya
pendidikan tentang perkawinan serta meluruskan niat sebelum melaksanakan
perkawinan. Kemudian juga calon pengantin ini diharapkan akan menajdi
keluarga yang tangguh dan kokoh dalam mengarungi luasnya samudera
perkawinan, yang mana dalam berjalannya rumah tangga layaknya kapal yang
sedang dikendalikan oleh nahkoda yang selalu diterjang ombak cobaan.
Namun, sang nahkoda dapat tenang dalam mengarungi luasnya samudera dan
mendarat dengan selamat. Begitu juga dengan perkawinan dengan demikian,
diharapkan keluarga yang akan dimiliki menjadi keluarga yang tangguh dan

tidak mudah runtuh.

2 adib Machrus dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat
Bina KUA dan Keluarga SakinahDitjen BIMAS Islam Kemenag RI: 2017), 1-3.
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b. Modul Kedua

Pada modul kedua sama dengan modul pertama, terdiri dari empat sesi.
Materi yang akan disampaikan berbeda dengan modul pertama, adapun
materinya adalah:*3
e Pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga,

e Mempersiapkan keturunan yang berkualitas,
e Pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun
keutuhan rumah tangga.

Di samping itu, dari dua modul yang terbagi menjadi enam materi pokok
tersebut juga disertai dengan adanya dua pokok materi penunjang, antara lain
adalah perkenalan, kontrak belajar, dan harapan kekhawatiran, kemudian
diawal proses dan refleksi dan evaluasi dari pelatihan perkawinan di akhir
proses.

Selain dari penjelasan materi dan penyampaian modul di atas tersebut,
bimbingan yang di sampaikan dalam tiga materi pertama adalah perencaan
mewujudkan keluarga yang sakinah, mengatur dinamika kelurga dalam
perkawinan, serta pemenuhan kebutuhan atau hak dan kewajiban dalam
keluarga disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Kota Surabaya yang sudah terbimtek. Adapun tiga materi
yang lainnya disampaikan oleh mitra narasumber; yaitu mengenai tentang

pentingnya menjaga kesehatan reproduksi disampaikan oleh dokter dari

13 Adib Machrus dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah
Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen BIMAS Islam Kemenag RI: 2017), 71-73.



67

Puskesmas Kecamatan atau RS Umum Kota Surabaya, materi menyiapkan
generasi yang berkualitas disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Gubeng,
dan materi mengatur konflik serta dapat membangun ketahanan rumah tangga
disampaikan oleh salah satu petugas dari Kantor Urusan Agama Gubeng
(penghulu) Kota Surabaya.*

Materi pelatihan perkawinan atau bimbingan perkawinan tersebut
disampaikan selama kurang lebih 16 jam pelajaran, dengan narasumber yang
terdiri minimal dua orang yang telah mengikuti bimbtek (yang telah mengikuti
dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknik Fasilitator Bimbingan
Perkawinan Bagi calon pengantin, narasumber dari unsur kantor wilayah
Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin Kementerian
Agama, dan Narasumber dari pihak puskesmas) untuk menyampaikan materi

tersebut.®

B. Pelaksanaan Pelatihan Perkawinan di KUA Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya
Dalam pelaksanaan penyampaian materi peraturan mengenai bimbingan
perkawinan yang telah tercantum dalam peraturan Direktorat Bina Kantor Urusan
Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama RI Tahun 2017, sebagaimana yang telah dijelaskan di
atas tersebut, dari dua modul yang didalamnya terdapat enam materi yaitu:

merencanakan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan

14 Abas Fuad Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Surabaya, Wawancara,
Surabaya, 11 Februari 2020.
15 1bid.
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keluarga, dan memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi,
menyiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan membangun
ketahanan keluarga. Yang mana dalam pelaksanaan penyampaian materi dilakukan
secara bertahap.

Kemudian dalam pelaksanaan pelatihan perkawinan di KUA Gubeng Kota
Surabaya, program ini dilaksanakan berbasis anggaran dan para peserta tanpa
dipungut biaya. Kebijakan pelatihan perkawinan selama ini sifatnya masih sunnah
muakkad. Artinya, sangat dianjurkan tapi sifatnya tidak wajib, fleksibel dan tidak
memaksa calon mempelai sehingga mengalami hambatan dan kendala dalam
pelayanan nikah. Secara teknis pelaksanaan pelatihan perkawinan atau pranikah,
sebelumnya dikenal dengan istilah Suscatin (Kursus Calon Pengantin) di Kantor
Urusan Agama (KUA), yang sekarang penanggung jawabnya adalah Seksi
Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama
Kota/Kabupaten dan direalisasikan oleh pihak KUA Kecamatan selama dua hari
minimal sebulan sekali. Kemudian dalam pelaksanaannya juga di KUA Gubeng
Surabaya pelatihan perkawinan digelar hari Sabtu dan Minggu, mulai pagi hingga
sore bertempat di Rumah Pintar Penyuluh Gubeng Surabaya JI. Bratang Binangun
8/13 Surabaya.

Sebagaimana data yang diperoleh dari hsail penelitian, mengenai pelaksanaan
pelatinan perkawinan dalam 2 tahun terakhir terdapat 69 angkatan dan setiap

angkatan berjumlah 30 — 50 pasang calon pengantin. Akan tetapi, pelaksanaan

16 Samsu Thohari Penghulu KUA Kecamatan Gubeng Surabaya, Wawancara, Surabaya, 15 Februari
2020.
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pelatihan perkwinan belum dapat dikatakan maksimal dalam pelaksanaannya,
karena masih bergantung pada musim perkawinan dan sifatnya masih Sunnah
Muakkad (sangat dianjurkan) bagi calon pengantin dan tidak memaksa. Terhitung
jumlah peserta dalam dua tahun terakhir ini adalah diperkirakan 2850 orang.
Sedangkan anggaran yang diperlukan dalam setiap angkatan adalah kurang lebih
Rp 8.000.000 — Rp. 9.000.000. Namun, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
program ini adalah kurangnya kesadaran yang berdampak pada ketidak ikut sertaan
dari beberapa peserta. Dari 30-50 peserta rata-rata kehadiran peserta hanya 60%-
70% saja.

Setelah itu, dalam pelakasaan materi yang terdapat dalam modul pertama
tersebut, terbagi menjadi empat sesi dalam penyampaiannya. Pemaparan materi
disampaikan oleh beberapa narasumber yang sudah terbimtek, diantaranya adalah
Husnul Marom Selaku penyampai materi perkenalan dan harapan kontrak belajar.
Husni Selaku pemyampai materi mempersiapkan generasi berkualitas. Abdul
Rahman selaku penyampai materi menjaga kesehatan reproduksi. Amanullah
Selaku penyampai materi Membangun hubungan dalam keluarga dan
mempersiapkan keluarga sakinah. Adapun Keempat sesi tersebut antara lain:*

Pertama, pembukaan dan perkenalan serta masa belajar. Materi ini
merupakan pembukaan semua susunan acara pelatihan perkawinan. Sesi pertama

ditujukan untuk mencairkan suasana belajar agar lebih dekat antara fasilitator dan

17 Cek List Pelaporan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya (Seksi Bimbingan
Masyarakat Islam). Diperoleh pada tanggal 8 Juni 2020.

18 Abas Fuad Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Surabaya, Wawancara, Surabaya,
16 Februari 2020.
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peserta. Menitik beratkan pada pengenalan materi yang akan disampaikan secara
umum, pengenalan peserta, kesepakatan jadwal pelatihan.

Kedua, mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah.
Materi ini mengarahkan para peserta untuk mengerti dan memahami esesnsi dari
perkawinan. Kemudian perencanaan bagi calon pengantin dan merupakan tujuan
atau cita-cita dari perkawinan. Dengan tujuan para peserta dapat merumuskan cita-
cita dari perkawinan tidak terlepas di dalamnya adalah implikasi dari perkawinan
yang akan dilangsungkannya merupakan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika
dalam keluarga yang dinamis. Dalam materi ini menjelaskan kepada para peserta
pelatihan agar dapat mengenal ciri dari perkawinan yang gagal dan perkawinan
yang sukses. Kemudian mereka dapat mengetahui dan gambaran tentang tantangan
dalam keluarga yang akan dibangun.

Keempat, pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi hak dan kewajiban
suami-istri. Pada sesi keempat ini mengarahkan para peserta pelatihan macam-
macam kebutuhan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah. Hal ini merupakan pengetahuan bagi para peserta pelatihan dan langkah
awal yang sangat penting supaya mereka mempunyai pemahaman yang sama.
Sehingga mereka dapat mengumpulkan beberapa langkah untuk memenuhi

kebutuhan keluarga mereka.
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Sedangkan Materi dalam Modul kedua juga terbagi empat sesi. Keempat sesi
tersebut antara lain :*°

Pertama, Pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga. Sesi ini
menjelaskan bahwasannya kesehatan dalam reproduksi keluarga merupakan salah
satu hal yang penting dalam membangun keluarga sakinah serta menentukan
kebahagiaan masa depan keluarga. Jika kesehatan reproduksi ini diabaikan atau
terganggu, maka kehidupan dalam rumah tangga akan mengalami masalah, bahkan
apabila terjadi kematian, maka keluarga yang telah dibangun akan terancam rusak.
Maka dari itu mulai sebelum melangsungkan perkawinan inilah para peserta perlu
dibekali pengetahuan tenang kesehatan reproduksi keluarga, serta menjelaskan
hubungan atau relasi seksual dalam ajaran agama Islam yang baik dan bermartabat.
Maka dari itu, kesehatan reproduksi keluarga adalah tanggung jawab bersama. Hal
ini harus dipahami oleh calon pengantin yang hendak akan melangsungkan
perkawinan.

Kedua, mempersiapkan keturunan yang berkualitas. Dalam sesi ini
mengarahkan para peserta untuk berfantasi mengenai harapan ke depannya serta
pemikiran mereka tentang generasi-generasi dalam keluarga mereka. Kemudian
menyeimbangkan dan mengarahkan kepada prinsip dan konsep perkembangan
anak secara Islami. Selain dari itu, para peserta menjelajahi mengenai tugas, peran,

dan tanggung jawab sebagai orang tua.

19 Abas Fuad Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Surabaya, Wawancara,
Surabaya, 16 Februari 2020.
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Ketiga, pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun
keutuhan rumah tangga. Pada sesi ini memberikan pengetahuan kepada para peserta
pelatihan mengenai tantangan yang akan dihadapi semakin serius, baik dari dalam
ataupun dari luar keluarga. Materi ini juga memberikan pelatihan kepada para
peserta bagaimana suami istri agar dapat mengatur atau menyelesaikan berbagai
perbedaan atau problematika, bagaimana menghadapi dalam membangun
kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, dan memberikan cara bagaimana
menanggapi tantangan tersebut, hal yang utama yaitu dengan membangun karakter
bertanggung jawab, tangguh, demokratis, dan fleksibel.

Keempat, penutupan yang berisikan tentang evaluasi dan refleksi. Dalam
materi ini adalah materi terakhir dari proses pelatihan perkawinan. Dalam materi
ini para peserta pelatihan melakukan tanggapan-tanggapan tentang implikasi atau
dampak dari proses pelatihan perkawinan pada persiapan mental mereka dalam
melangsungkan perkawinan. Di akhir sesi ini para peserta juga diminta melakukan
evaluasi program pelatihan perkawinan ini. Fungsinya supaya dapat dijadikan
peningkatan kualitas pelayanan layanan pelatihan perkawinan selanjutnya baik
secara teknis atau substansi.

Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut menggunakan
seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar atau disebut juga dengan
pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi). Model pendekatan tersebut
yaitu pendidikan yang memposisikan peserta sebagai individu yang memiliki

knowledge, experience, serta kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi
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pengetahuan dan pemahaman bersama. Maka dari itu, metode ini memiliki

pedoman bahwa orang dewasa dapat belajar dengan baik jika:°

1. Para peserta terlibat dalam prosedur pelatihan secara aktif,

2. Materi atau modul pelatihan berhubungan dengan kehidupan para peserta
pelatihan sehari-hari,

3. Materi atau modul pelatihan yang disampaikan dapat diterapkan serta
memberikan manfaat dalam kehidupan keluarga para peserta,

4. Para peserta diberikan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuannya,
keterampilannya serta pengetahuannya dalam prosedur pelatihan perkawinan.

5. Pengalaman-pengalaman dan daya pikir peserta dalam proses pelatihan

perkawinan juga perlu dijadikan pertimbangan.

. Implikasi Pelatihan Perkawinan Bagi Calon Mempelai di KUA Kecamatan
Gubeng Kota Surabaya

Sebulum memaparkan mengenai implikasi dari pelatihan perkawinan,
terlebih dahulu peneliti memaparkan bagian akhir dari sesi pelaksanaanya. Setelah
dilaksanakan beberapa tahap tersebut dari pihak pelaksana maupun fasilitator,
diakhir sesi terdapat evaluasi yang mana dari evaluasi tersebut berguna untuk
mengukur sejauh mana pemahaman peserta dalam menangkap materi yang telah
disampaikan. Selain itu juga, pihak pelaksana juga menggunakan beberapa cara

atau metode dalam penyampaiannya, agar mendapatkan hasil yang maksimal.

20 Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin
(Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan LItbang dan Diklat Kementerian
Agama RI Bekerjasama dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Gama RI, 2017), xi.
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Dari beberapa metode di atas tersebut, setelah tahap penyampaian
terlaksana, maka proses evaluasi terhadap peserta akan dilakukan dengan beberapa
tahap, antara lain:?

1. Pengungkapan dari peserta, dalam arti bahwa fasilitator memancing agar
perserta dapat menungkapkan pengalamannya kemudian menanggapi
bagaimana kesan peserta terhadap pengalaman tersebut.

2. Peserta dapat menganalisa dengan cara sedikit memaksa peserta agar dapat
menguraikan serta mengkaji sehingga mendapatkan pola dengan cara
mengkaji sebab-sebab yang berkaitan dengan problematika yang ada dalam
pengalaman perserta. Seperti halnya dengan aturan, nilai, norma maupun
hal-hal lain yang menjadi pokok persoalan.

3. Menarik kesimpulan, yaitu menggiring pserta agar dapat memberikan
kesimpulan dari makna serta dapat merumuskan makna tersebut sehingga
mengasilkan pola pandang serta pengertian atau pengalaman baru secara
komperhensif berupa prinsip atau kesimpulan secara umum.

4. Mengalami, atau menerapkan. Yaitu dengan cara mendorong serta
menggiring bersama-sama agar peserta dapat mengkonsep suatu tindakan
baru dari hasil yang telah dipahami untuk mengimlpementasikan dengan
baik, kemudian sangat mungkin peserta dapat mewujudkan kenyataan-
kenyataan baru yang lebih baik. Setalah dilaksanakan bimbingan, para

peserta ditarik kembali pada tahap “mengalami’ yang mana hasil yang

21 Samsu Thohari Penghulu KUA Kecamatan Gubeng Surabaya, Wawancara, Surabaya, 11 Februari
2020.
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diperoleh dari bimbingan yang berupa pengetahuan dan keterampilan baru,
kemudian terlatih pula dalam melakukan daur pendidikan orang dewasa
dalam merespon pengalaman berkehidupan diruang lingkup perkawinan
dan rumah tangga.

Dengan demikian, dalam proses evaluasi pelatihan perkawinan dengan
menggunakan pendekatan atau metode tersebut, bahwa semua peserta pelatihan
perkawinan juga diperankan sebagai pemateri yang penting dalam proses pelatihan
perkawinan yang mereka miliki dari segi pengetahuan dan pengalaman. Maka dari
itu, proses pelatihan perkawinan mempunyai karakteristik partisipatoris atau
melibatkan/memposisikan para peserta pelatihan sebagai subyek yang aktif dalam
berbagai kegiatan seperti bentuk diskusi kelompok, mengutarakan pendapat, tanya
jawab dengan narasumber, memainkan peran, ataupun lainnya. Maka dari proses
evaluasi ini, dari pihak-pihak pelaksana atau fasilitator akan mengetahui
kemampuan peserta dalam memahami atau menangkap materi yang telah
disampaikan pada pelatinan perkawinan. Serta dapat menilai persiapan tahapan
mental para peserta ataupun persiapan calon suami atau istri yang akan
melangsungkan perkawinan dan dalam membangun keutuhan keluarga yang
sakinah. Dan juga para peserta pelatihan dapat mengonsep hal-hal yang perlu
diperbaiki dan hal-hal baru dalam proses pelatihan, baik secara teknis ataupun

substansi.??

22 Faig, Wawancara (Penjelasan dari Modul mengenaai tujuan dari evaluasi), Kepala KUA Gubeng
Kota Surabaya, 15 Februari 2020.
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Kemudian selain dari uraian di atas, terdapat pernyataan dari hasil wawancara
dari pihak KUA yang memberikan beberapa keterangan bahwasa mengenai dari
program pelatihan perkawinan ini adalah berbasis anggaran. Yang mana dari
anggaran tersebut dapat mempengaruhi kefektifan atau keberlangsungan program
tersebut. Sedangkan dari hasil wawancara tidak setiap apa yang dianggarkan
tersebut dapat digunakan untuk program tersebut. Ini merupakan kelemahan dari
pogram ini. Akan tetapi, program tersebut sudah dapat terealisasikan sejak 2017
dan telah diikuti oleh 69 angkatan yang masing-masing terdiri 30-50 pasangan
calon suami istri.

Adapun implikasi dari pelaksanaan pelatihan perkawinan tersebut, dapat dilihat
dari hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang telah mengikuti program ini
dengan respon sebagai berikut :

“Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pemahaman tentang perkawinan

dari pelatihan perkawinan ini, yang mana saya belum pernah mendapatkan

banyak pelajaran tentang hakikat perkawinan dalam Islam.”?®

“Dengan mengikuti pelatihan perkawinan ini kami lebih siap mental atau

menambah kepercayaan diri untuk mengarungi bahtera rumah tangga dalam

menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga” 2
“saya merasa pelatihan ini sangat bagus, banyak bertambah ilmu di sana.

Dengan ditambah pemateri yang sangat luar biasa.”?

23 Avicena Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 22 Februari 2020.
24 M. Safir Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 22 Februari 2020.
25 Naila Ayu Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 22 Februari 2020.
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“Pelatihan perkawinan ini sangat membantu dalam mempersiapkan pasangan
calon suami istri yang akan hendak menikah, karena di dalamnya terdapat
materi materi yang sangat urgent dan dapat mempengaruhi baik buruknya suatu
keluarga.”?®

“Kegiatan yang baik dan sangat penting, karena memiliki tujuan yang bagus
khususnya bagi pasangan muda. Sehingga merasa tertarik untuk mengikuti,
dampak yang dirasakan jadi lebih bisa mengatur ritme dalam rumah tangga
dan dapat mengetahui posisi sebagai suami atau istri.”?’

“Kegiatan ini cukup penting dilakukan, lokasi dekat dengan rumah istri.
Dampaknya jadi lebih bisa mengontrol emosi, karena selalu berupaya agar
setiap masalah langsung diselesaikan supaya tidak berlarut-larut atau
semakin panjang”.%8

“Kegiatan yang menarik, dapat menambah wawasan ilmu pernikahan atau
kehidupan dalam rumah tangga. Sangat penting dilakukan sebagai sarana
bertukar pikiran, diskusi, dan menambah pengalaman. Dampaknya sangat
positif bagi calon mempelai karena mengetahui tugas dan tanggung jawab
baik sebagai suami atau istri.” 2°

“Program yang sangat penting untuk dilaksanakan, merasa tertarik dan ingin

tahu tentang konsep dan pelaksanaan pelatihan perkawinan. Dampak yang

%6 pytri Rizki Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 22 Februari 2020.
%7 Fakhrudin Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.

28 Sheila Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.

29 Nuria Istiqgomah Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.
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dirasakan, selain menambah ilmu pengetahuan, lebih merasa siap dalam
melaksanakan perkawinan. <%

“Kegiatan yang sangat baik dan menarik untuk pasangan calon mempelai
yang hendak akan melansungkan pernikahan. Dampak yang dirasakan
setelah mengikuti pelatihan perkawinan merasa terbantu dan dapat mengerti
mengenai problematika rumah tangga hingga bagaiamana cara untuk
menyelesaikannya.”%!

Sedangkan dari pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petugas KUA,
bahwasannya program ini tidak dapat dijadikan patokan dalam rangka mewujudkan
tujuan dari perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah. Sebab terdapat
beberapa keluarga yang tidak mengikuti program ini, tetapi dapat mewujudkan
tujuan dari perkawinan. Jadi program ini bukan berarti tidak penting, namun
program ini adalah salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah guna
meminimalisir gejala-gejala sosial yang terdapat dalam keluarga yang bersumber
dari pasangan suami istri sehingga dapat memicu terjadinya perceraian. Jika
ditinjau dari kacamata usu/ Figh dari keterangan beliau program ini sesuai dengan
kaidah usa/ figh yaitu®? “menghindari kemadharatan lebih diutamakan dari pada
mendatangkan kemaslahatan .3

Melihat dari hasil wawancara para peserta, konsep atau pelaksanaan tentang

pelatihan perkawinan tersebut setidaknya dapat memberikan pengarahan dan

pembekalan bagi para calon pengantin untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah.

30 Amelia Putri Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.

31 Rifky Husein Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.

32 Samsu Tohari Penghulu KUA Gubeng Surabaya, Wawancara, Surabaya, 20 Februari 2020.
3 Abdul Haq DKk, Formulasi Nalar Figh, (Surabaya: Khalista, 2005), 237.
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Namun, terlepas dari itu tentang angka perceraian yang terdapat dalam pemeparan
data di atas tersebut tidak tutup kemunginan bahwa perceraian tersebut terjadi pada
keluarga yang menikah sebelum adanya perarturan pelatihan perkawinan dan juga
terjadi pada pasangan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Keberadaan program
ini diharapkan bisa mengantisipasi dari sesuatu yang tidak diharapkan dari suatu
rumah tangga yang hendak melakukan perkawinan dan juga berguna untuk
meminimalisir angka perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman
suami istri terhadap esensi dari perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan
tersebut.

Maka dari itu, terkait tentang sertifikasi perkawinan yang dicanangkan oleh
menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan Muhajir Efendi dan
Kementerian Agama Kota Surabaya masih menunggu persiapan perihal regulasi
tersebut. Sedangkan pernyataan dari Bimas Islam Bapak Husni selaku staf
Kemenag Surabaya “saat ini tahapnya masih dalam tahap persiapan, apabila
memang wacana sertifikasi perkawinan telah dinyatakan diterapkan, pihaknya siap
untuk melaksanakan”. Namun ia menyarankan agar Menko PMK dan Kemenag
bekerja sama dengan Menteri Ketenaga Kerjaan dalam penerapan sertifikasi
perkawinan. Tujuannya agar para peserta mendapat izin libur dari perusahaan untuk

mengikuti sertifikasi.**

34 Husni Kepala Bimas Islam Kemenag Kota Surabaya, Wawancara, Surabaya 8 Juni 2020.



BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN di KUA GUBENG BAGI
MASYARAKAT DALAM SOSIOLOGI

A. Analisis Terhadap Konsep Pelatihan Perkawinan di KUA Kecamatan Gubeng
Menurut Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Dalam Sosiologi

Menurut Hukum Islam perkawinan bukan hanya sebatas pada ikatan
keperdataan maupun kontrak keperdataan saja, namun perkawinan ialah salah satu
dari sunnatullah serta sebagai sarana yang paling efektif antar panduan agama
Islam dengan kebutuhan biologis atau sifat naluriah manusia. Serta juga
mempunyai makna serta nilai ibadah bagi manusia yang beragama Islam.*

Selain itu dalam pandangan sosiologi bahawa manusia tidak bisa terlepas
dari ranah interaksi dengan sesama, maka dari itu perkawinan diharapkan dapat
memberikan jalan pada manusia guna untuk melangsungkan hubungan sosial
masyarakat dari bentuk kecil masyarakat tersebut adalah keluarga. Maksud dari
pernyataan di atas adalah sebagai makhluk sosial yang artinya bahwa manusia tidak
dapat hidup secara individu. Karena dalam naluri manusia terdapat dorongan untuk
berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain. Dengan adanya social need
(kebutuhan sosial) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kemudian, lebih
lanjut bahwa manusia juga mempunyai kebutuhan untuk memliki seseorang teman
hidup demi untuk melanjutkan kelestariannya (kelangsungan hidup). Oleh karena
itu, telah menjadi sebuah kodrat bahwa manusia diciptakan dengan saling

berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Dengan laki-laki dan perempuan

! Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 53
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tersebut dapat dimulainya sebuah kebersamaan atau hubungan yang akan timbul
menjadi sebuah keluarga yaitu membentuk keluarga dengan adanya perkawinan
yang akan kemudian juga akan menjadi sebuah komunitas atau tercipta sebuah
masyarakat.?

Akan tetapi, untuk membentuk sebuah keluarga dari hubungan antara laki-
laki dan perempuan tersebut, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku dalam suatu tempat tinggal dari manusia itu sendiri. Sebagaiamana
pelaksanaan perkawinan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan yang
sudah berlaku serta telah ditetapkan pemerintah yang kemudian disepakati untuk
dapat dipatuhi, dan baarang siapa yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi
sanksi. Aturan perundang-undangan tersebut dikemas dalam peraturan Kompilasi
Hukum Islam (sumber hukum Islam yang menjadi Hukum Positif ) dan UUP
Nomorl Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang-
undang perkawinan Nomor 9 Tahun 1989.

Aturan-aturan yanag terkemas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia yang beragama Islam berdasarkan pada
Al Quran dan As Sunnah. Akan tetapi, tidak semua dapat dipahami begitu saja.
Karena permasalahan yang dijelaskan oleh baginda Nabi sebatas dalam bidang
ibadah, sementara pada umumnya yang berkaitan dalam bidang mu’amalah tidak
dijelaskan secara rinci dan bersifat aplikatif. Oleh karena itu, dalam menerapkan

hukum Islam ketentuan hukum dalam ilmu Figih menjadi rujukan umat Islam.

2 M. Setiawan Elly dkk, IImu Sosial Budaya Dasar, Edisi Ketiga, (Jakarta: Prenada Mediagrup,
2012), 67.
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Dalam llmu Figih telah dipaparkan secara detail oleh para Imam Madzhab, di
antaranya persoalan perkawinan. Yang mana sebuah perkawinan dapat
dilaksanakan jika telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang sebagaiamana
mestinya.

Dari beberapa ketentuan di atas tersebut, terdapat unsur terpenting di
dalamnya. Hal ini yang tidak dipahami oleh sebagian para pengkaji atau masyarakat
jika hendak melakukan perakawinan. Dari beberapa syarat dan ketentuan yang
termuat dalam peraturan tersebut hanya dipahami sebatas ketentuan untuk
diperbolehkannya melakakan sebuah perkawinan tanpa melihat akibat hukum dari
perkawinan tersebut. Karena perkawinan dapat hilang nilai kesuciannya yang mana
perkawinan juga dapat dijadikan sebagai sarana atau instrumen ibadah sosial
kepada Allah Swt jika di pahami hanya sebatas ikatan keperdataan saja. Disamping
hal itu juga terdapat fenomena dalam masyarakat yang kurang sehat, sebab hanya
dengan dalih mengatas namakan hak asasi manusia, kemudian terdapat perlikau
yang tidak sesuai dengan ketentuan (menyimpang) dari lingkaran shariat. Misalnya
seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, maka suami dan istri
menempuh dengan jalan perkawinan yang dapat menimbulkan akibat hukum, serta
akan memunculkan ikatan keperdataan di antara keduanya. Lalu jika melihat dari
tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membentuk sebuah rumah tangga

yang bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari

% Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As
Sunnah, (Jakarta: Akademika Pressindo, Cet I, 2000), 176.
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itu, perlu adanya ketentuan mengenai pembagian hak dan kewajiban antara suami
dan istri. Yang mana jika hak dan kewajiban dapat terpenuhi, maka keluarga yang
diimpikan oleh pasngan suami istri dapat terwujud kebahagiaan yang kekal
berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa serta didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang
dari keduanya. *

Jadi, pada kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas tersebut,
selain dari ketentuan syarat dan rukun sebagaiman yang sudah dipaparkan pada
BAB Il tentang syarat dan rukun antara lain: kerelaan calon suami dan istri, ijab
gabul, adanya wali dan dua orang saksi. Point terpenting lain yang tidak dapat
dikesampingkan adalah mengetuhui dan memahami esensi perkawinan serta tujuan
perkawinan demi terciptanya keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang
Maha Esa, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-undang Perkwinan
Nomor 1 tahun 1974.°

Maka dari itu, pentingnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan
hubungannya dengan penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh BIMAS
Islam dalam Kemenag yang dilaksanakan oleh KUA Gubeng Kota Surabaya dalam
merealisasikan pelatihan perkawinan untuk calon pasutri yang hendak
melaksanakan perkawinan yang termuat dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas
Islam Kemenag RI, guna untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai
akan pentingnya sebuah perkawinan serta menegetahui nilai kesucian perkawinan

sebagai bentuk sarana atau instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. juga untuk

4 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 147.
% Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomorl Tahun 1974.
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meminimalisir terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam suatu keluarga yang
dapat berdampak dalam perceraian. Yang mana dalam sosiologi upaya tersebut
dilakukan sebagai sebuah terobosan atau usaha untuk mengetahui secara analitis
dan empiris, mempelajari serta menganalisis tentang hubunga timbal balik antara
hukum dengan gejala-gejala sosial yang ada.

Adapun konsep yang dilaksanakan oleh KUA tentang pelatihan perkawinan
tersebut jika dikaitkan dengan teori kontrol sosial yang terdapat pada bab 1 yaitu
terobosan-terobosan atau peraturan tentang Bimas tersebut merupakan sebuah
upaya Yyang dilakukan oleh KUA Gubeng Kota Surabaya guna untuk
mengantisipasi akan terjadinya suatu penyimpangan sosial dalam masyarakat
dengan cara mengarahkan serta mengajak masyarakat untuk bertindak dan bersikap
sesuai dengan nilai dan norma-norma berlaku.® Yang mana dalam bab 3 dijelaskan
mengenai upaya Bimas Kemenag yang dilaksanakan oleh KUA berupa konsep
pelatihan perkawinan yang dilakukan sebelum pasangan calon suami istri
melaksanakan perkawinan yaitu pelatihan ini dilakukan selama 16 Jam Pelajaran
yang terbagi selama 2 hari. Dengan kurikulum modul yang dapat pada buku Fondasi
Keluarga sakinah untuk calon pengantin:guna untuk dibaca dan dipahami serta
diimplementasikan yang diterbitkan oleh kementerian Agama Tahun 2017. ’

Kemudian pada modul ini terdapat topik utama yang terdiri dari 6 materi
pokok : (1) mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, (2)

pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika dalam

® Margaret M Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 241.
" Adib Machrus dkk, Fondasi Keluarga Sakinah,..23.
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keluarga yang dinamis, (3) pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi hak dan
kewajiban suami-istri, (4) Pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam
keluarga, (5) mempersiapkan keturunan yang berkualitas, (6) pengelolaan konflik
dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga.

Selain itu, juga terdapat strategi yang digunakan dalam pelatihan
perkawinan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dilaksanakan pada tahap pertama
yaitu sesi pembukaan dan perkenalan serta masa masa belajar atau pelatihan. Sesi
ini merupakan pembukaan dari sleuruh susunan program pelatihan perkawinan.
Sesi kedua, mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah.
Kemudian pada sesi ketiga, pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola
problematika dalam kelurga yang dinamis. Dan dilanjutkan pada sesi keempat yaitu
sesi akhir padah tahap pertama, pemenuhan kebutuhan keluraga yang meliputi hak
dan kewajiban suami-istri.®

Kemudian di hari selanjutnya atau pada tahap kedua berbeda dengan materi
yang disampaikan dengan hari sebelumnya atau tahap pertama. Tahap kedua lebih
berfokus kepada materi pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga,
yang mana ini merupakan sesi pertama, kemudian sesi kedua mempersiapkan
keturunan yang berkualitas. Dilanjutkan sesi ketiga dengan materi pengelolaan
konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga.
Kemudian diakhiri dengan sesi keempat yaitu sesi terakhir pada program pelatihan

perkawinan yaitu ditutup dengan evaluasi dan revleksi.®

8 peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491
Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, 10.
® 1bid.
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Dalam program pelatihan perkawinan, fasilitator mengelompokkan para
peserta atau calon pengantin menjadi dua kelompok. Dari masing-masing
kelompok diminta untuk bermusyawarah atau berdiskusi bagaiamana tata cara
mengelola atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan (problem solving) yang
biasa timbul dalam rumah tangga, serta dapat mempertahankan keutuhan rumah
tangga berdasarkan pada kasus yang berbeda. Kemudian setelah itu, dari masing-
masing anggota kelompok berdiskusi mengenai fenomena problematika dalam
rumah tangga dan mneganalisanya. Setelah itu perwakilan salah satu orang dari
masing-masing anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi dihadapan para
peserta pelatihan yang akan ditanggapi oleh para peserta pelatihan dan fasilitator
atau narasumber.

Pada tahap sesi akhir ini mempunyai tujuan supaya para peserta dapat
menilai kesiapan mental masing-masing peserta, baik dari pihak calon suami atau
istri dalam melangsungkan perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang
bahagia atau sakinah. Selain dari pada itu, dalam proses pelatihan para peserta
dapat memformulasikan sesuatu yang baru atau sesuatu hal yang perlu diperbaiki
dalam proses pelatihan perkawinan, baik dari segi teknis atau dari segi substansi.

Dari konsep pelaksanaan tersebut juga termasuk dalam fungsi dan tujuan
kontrol sosial (pengendalian sosial) adalah sebagai berikut:!!

1. Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat,

2. Agar budaya malu dapat dikembangkan kembali dalam masyarakat,

10 Abas Fuad Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Surabaya, Wawancara,
Surabaya, 11 Februari 2020.

1], Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan. (Jakarta:
Prenada Media Grup, 2004), 50.
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3. Adanya apresiasi bagi yang taat peraturan,

4. Dengan segala upaya meyakinkan masyarakat agar dapat mematuhi norma
yang berlaku,

5. Membuat sistem hukum.

Sedangkan agar dapat mengetahui adanya kontrol sosial dalam masyrakat,
maka hal perlu diketahui adalah dengan melihat adanya karakteristik dari kontrol
sosial. Oleh karena perlu diketahui kontrol sosial memliliki ciri-ciri sebagai berikut:

Dalam menertibkan individu maupun masyarakat terdapat suatu cara atau
metode khusus. Pengendalian sosial (kontrol sosial) bertujuan untuk mencipatakan
stabilitas serta keserasian terhadap berbagai perubahan yang ada di masyarakat.
Maka dari itu, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh setiap individu terhadap
individu lain, atau kelompok kepada individu/ kelompok lain.

Sebagaimana kontrol sosial yang diterapkan oleh Kemenag (Bimas)
kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan dilaksanakan oleh pihak KUA tidak terlepas
dari metode atau cara khusus yang digunakan untuk membimbing para calon
pemgantin yang hendak melakukan perkawinan dengan tujuan untuk
meminimalisir terjadinya disharmonisasi dalam keluarga serta dapat terciptanya
keluaraga yang bahagia berdasaran kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut menggunakan
seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar atau disebut juga dengan
pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi). Model pendekatan tersebut
yaitu pendidikan yang memposisikan peserta sebagai individu yang memiliki

knowledge, experience, serta kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi
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pengetahuan dan pemahaman bersama. Maka dari itu, metode ini memiliki

pedoman bahwa orang dewasa dapat belajar dengan baik jika:*2

1.

2.

Para peserta terlibat dalam prosedur pelatihan secara aktif,

Materi atau modul pelatihan berhubungan dengan kehidupan para peserta
pelatihan sehari-hari,

Materi atau modul pelatihan yang disampaikan dapat diterapkan serta
memberikan manfaat dalam kehidupan keluarga para peserta,

Para peserta diberikan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuannya,
keterampilannya serta pengetahuannya dalam prosedur pelatihan
perkawinan.

Pengalaman-pengalaman dan daya pikir peserta dalam proses pelatihan
perkawinan juga perlu dijadikan pertimbangan.

Jadi pada kesimpulannya adalah ruang lingkup sosiologi yang berkenaan

dengan hukum atau disebut juga dengan sosiologi hukum merupakan suatu disiplin

ilmu yang secara empiris dan analitis mempelajari tentang hubungan timbal balik

antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Yang termaksud didalamnya adalah teori

kontrol sosial. Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasi tentang letak ruang

lingkup sosiologi kaitannya dengan hukum ada dua hal:*3

1. Basis sosial dari hukum serta dasar dasar sosial dari hukum.

12 Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin,
(Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan LItbang dan Diklat Kementerian
Agama RI Bekerjasama dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Gama RI, 2017), xi.

13 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), 7.
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2. Pengaruh hukum terhadap gejala-gejala sosial seperti halnya tentang
Undang-undang Perkawinan Nomorl Tahun 1974 mengenai gejala
yang terdapat kehidupan rumah tangga.

Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial kaitannya dengan penelitian
ini adalah bahwasannya terobosan atau upaya KUA Gubeng Kota Surabaya dalam
merealisasikan peraturan Bimas Kemenag untuk menjawab problematika yang
mencangkup tentang metode, fungsi dan tujuan, serta jenis kontrol sosial dalam
konsep Kemenag (Bimas) guna untuk meminimalisir atau upaya mencegah
terjadinya disharmonisasi dalam keluraga sehingga dapat terwujudnya tujuan dari
perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan:!* “Tujuan dari perkawinan adalah untuk
mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa”.

Kemudian analisis penulis, penulis menilai bahwa kontrol sosial dalam
ruang lingkup keluarga selain dari ketentuan Undang-undang yang berlaku seperti
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 juga Kompolasi Hukum Islam,
upaya KUA dalam merealisasikan peraturan tersebut perlu digalakkan dan
dilakukan sosialsasi secara terus menerus dan bertahap, supaya masyarakat dapat
menjalankan dan menerima dengan sukarela yang mana masyarakat sebagai subjek
hukum. Selain itu juga dengan pendekatan maslahah mursalah serta pendekatan
sosiologi dapat memberikan khazanah baru dalam formulasi Hukum Perdata Islam

di Indonesia.

14 pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
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Hal ini menunjukan bahwa pentingnya para pengkaji hukum Islam terutama
dalam spesifikasi hukum keluarga serta para pemegang amanah dari pemerintahan
diharapkan dapat memberikan terobosan yang bersifat solutif guna untuk
memeberikan penjelasan tentang esensi dan tujuan dari perkawinan kepada
masyarakat yang merupakan bagian inheren serta memberikan suatu penertian
bahwa perkawinan mempunyai sakralitas. Jadi perkawinan tidak hanya sebatas
dipahami sebagai kontrak keperdaataan saja maupun sebuah akad (sesuai ketentuan
syarat dan rukun) yang memperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan
melakukan hubungan seksual yang sebelumnya tidak boleh. Namun, lebih kepada
akibat hukum dari akad tersebut, yaitu mengenai tentang hak dan kewajiban guna
mewujudkan tujuan dari perkawinan.

Maka dari itu, dalam upaya mengintrodusir hukum dibutuhkannya sosiologi
hukum yang bersifat solutif dalam menjaga kesucian, keberlangusngan keluarga

serta dapat mewujudkan tujuan dari perkwinan sangat diperlukan.

. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pelatihan Perkawinan di KUA Kecamatan
Gubeng Menurut Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Dalam
Sosiologi

Kontrol sosial atau disebut juga dengan pengendalian sosial merupakan
sebuah usaha atupun upaya yang lakukan guna untuk mencegah terjadinya suatu
tindakan yang menyimpang dari ketentuan atau disebut juga penyimpangan sosial
oleh masyarakat yang kemudian dilakukan edukasi serta mengajak dan
mengarahkan masyarakat berperilaku atau bertindak dengan sesuai peraturan-

peraturan atau norma-norma yang berlaku. Korelasi dengan research ini adalah
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peraturan hukum keluarga Islam ysng termuat dalam Undang-undang. Kemudian
dari pada itu, untuk mengetahui suatu masyarakat tentang adanya kontrol sosial,
dapat diidentifikasi melalui ciri khasnya yang mencerminkan adanya cara khusus
atau metode untuk menciptakan ketertiban dalam suatu masyarakat atau individu.

Di samping itu, kontrol sosial juga memliki beberapa jenis sesuai dengan
fungsi, tujuan dan karakternya berdasarkan cara perlakuaannya serta berdasarkan
pelakunya. Adapun dalam penelitian ini mengenai tentang pelaksanaan pelatihan
perkawinan di KUA Gubeng Kota Surabaya merupakan jenis dari pengendalian
institusional. Yang mana kontrol sosial diterapkan oleh suatu institusi atau lembaga
tertentu, yaitu KUA Gubeng Kota Surabaya. Sedangakan dalam perlakuannya
berlandasrkan pada cara persuasif (membujuk secara halus), yaitu kontrol sosisal
yang dilaksanakan tanpa adanya tindakan yang bersifat kekerasan. Seperti halnya,
memberikan nasihat ,membujuk, serta membimbing.

Dalam pelaksaan konsep yang terdapat dalam KUA Gubeng Kota Surabaya
terdapat eberapa sesi yang mana dari pelaksaan tersebut telah mengindikasikan
adanya karakteristik dari kontrol sosial yang juga memiliki tujuan guna untuk
mengetahui adanya gejala-gejala sosial dalam ruang lingkup keluga serta
memberikan pengarahan degan cara pendekatan metode dan juga membimbing para
peserta calon pengantin yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan rumah
tangganya serta terciptanya tujuan dari perkawinan.

Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut menggunakan
seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar atau disebut juga dengan

pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi). Model pendekatan tersebut
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yaitu pendidikan yang memposisikan peserta sebagai individu yang memiliki
knowledge, experience, serta Kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi
pengetahuan dan pemahaman bersama. Maka dari itu, metode ini memiliki
pedoman bahwa orang dewasa dapat belajar dengan baik jika:*®

1. Para peserta terlibat dalam prosedur pelatihan secara aktif,

2. Materi atau modul pelatihan berhubungan dengan kehidupan para peserta
pelatihan sehari-hari,

3. Materi atau modul pelatihan yang disampaikan dapat diterapkan serta
memberikan manfaat dalam kehidupan keluarga para peserta,

4. Para peserta diberikan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuannya,
keterampilannya serta pengetahuannya dalam prosedur pelatihan
perkawinan.

5. Pengalaman-pengalaman dan daya pikir peserta dalam proses pelatihan
perkawinan juga perlu dijadikan pertimbangan.

Dari metode yang dijelaskan di atas, kemudian diimplementasikan dalam
beberapa sesi yang materinya terdapat dalam modul. Adapun modul pertama
terbagi menjadi empat sesi dalam penyampaiannya. Keempat sesi tersebut antara
lain:®o

pokok : (1) mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah,

(2) pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika dalam

15 Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin
(Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan LItbang dan Diklat Kementerian
Agama RI Bekerjasama dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Gama RI, 2017), xi.

16 Abas Fuad , Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Surabaya, Wawancara,
Surabaya, 16 Februari 2020.
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keluarga yang dinamis, (3) pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi hak dan
kewajiban suami-istri, (4) Pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam
keluarga, (5) mempersiapkan keturunan yang berkualitas, (6) pengelolaan konflik
dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga.

Pertama, pembukaan dan perkenalan serta masa belajar. Materi ini
merupakan pembukaan semua susunan acara pelatihan perkawinan. Sesi pertama
ditujukan untuk mencairkan suasana belajar agar lebih dekat antara fasilitator dan
peserta. Menitik beratkan pada pengenalan materi yang akan disampaikan secara
umum, pengenalan peserta, kesepakatan jadwal pelatihan.

Kedua, mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah.
Materi ini mengarahkan para peserta untuk mengerti dan memahami esesnsi dari
perkawinan. Kemudian perencanaan bagi calon pengantin dan merupakan tujuan
atau cita-cita dari perkawinan. Dengan tujuan para peserta dapat merumuskan cita-
cita dari perkawinan tidak terlepas di dalamnya adalah implikasi dari perkawinan
yang akan dilangsungkannya merupakan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika
dalam keluarga yang dinamis. Dalam materi ini menjelaskan kepada para peserta
pelatihan agar dapat mengenal ciri dari perkawinan yang gagal dan perkawinan
yang sukses. Kemudian mereka dapat mengetahui dan gambaran tentang tantangan
dalam keluarga yang akan dibangun.

Keempat, pemenuhan kebutuhan keluraga yang meliputi hak dan kewajiban
suami-istri. Pada sesi keempat ini mengarahkan para peserta pelatihan macam-

macam kebutuhan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
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rahmah. Hal ini merupakan pengetahuan bagi para peserta pelatihan dan langkah
awal yang sangat penting supaya mereka mempunyai pemahaman yang sama.
Sehingga mereka dapat mengumpulkan beberapa langkah untuk memenuhi
kebutuhan keluarga mereka.

Sedangkan Materi dalam Modul kedua juga terbagi empat sesi. Keempat sesi
tersebut antara lain :*/

Pertama, Pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga. Sesi ini
menjelaskan bahwasannya kesehatan dalam reproduksi keluarga merupakan salah
satu hal yang penting dalam membangun keluarga sakinah serta menentukan
kebahagiaan masa depan keluarga. Jika kesehatan reproduksi ini diabaikan atau
terganggu, maka kehidupan dalam rumah tangga akan mengalami masalah, bahkan
apabila terjadi kematian, maka keluarga yang telah dibangun akan terancam rusak.
Maka dari itu mulai sebelum melangsungkan perkawinan inilah para peserta perlu
dibekali pengetahuan tenang kesehatan reproduksi keluarga, serta menjelaskan
hubungan atau relasi seksual dalam ajaran agama Islam yang baik dan bermartabat.
Maka dari itu, kesehatan reproduksi keluarga adalah tanggung jawab bersama. Hal
ini harus dipahami oleh calon pengantin yang hendak akan melangsungkan
perkawinan.

Kedua, mempersiapkan keturunan yang berkualitas. Dalam sesi ini
mengarahkan para peserta untuk berfantasi mengenai harapan ke depannya serta

pemikiran mereka tentang generasi-generasi dalam keluarga mereka. Kemudian

17 Abas Fuad Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Surabaya, Wawancara,
Surabaya, 16 Februari 2020.
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menyeimbangkan dan mengarahkan kepada prinsip dan konsep perkembangan
anak secara Islami. Selain dari itu, para peserta menjelajahi mengenai tugas, peran,
dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Ketiga, pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun
keutuhan rumah tangga. Pada sesi ini memberikan pengetahuan kepada para peserta
pelatihan mengenai tantangan yang akan dihadapi semakin serius, baik dari dalam
ataupun dari luar keluarga. Materi ini juga memberikan pelatihan kepada para
peserta bagaimana suami istri agar dapat mengatur atau menyelesaikan berbagai
perbedaan atau problematika, bagaimana menghadapi dalam membangun
kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, dan memberikan cara bagaimana
menanggapi tantangan tersebut, hal yang utama yaitu dengan membangun karakter
bertanggung jawab, tangguh, demokratis, dan fleksibel.

Keempat, penutupan yang berisikan tentang evaluasi dan refleksi. Dalam
materi ini adalah materi terakhir dari proses pelatihan perkawinan. Dalam materi
ini para peserta pelatihan melakukan tanggapan-tanggapan tentang implikasi atau
dampak dari proses pelatihan perkawinan pada persiapan mental mereka dalam
melangsungkan perkawinan. Di akhir sesi ini para peserta juga diminta melakukan
evaluasi program pelatihan perkawinan ini. Fungsinya supaya dapat dijadikan
peningkatan kualitas pelayanan layanan pelatihan perkawinan selanjutnya baik
secara teknis atau substansi.

Dari penjelasan di atas adanya pelaksanaan pelatihan perkawinan yang
dilakukan olen KUA Gubeng Kota Surabaya merupakan sebuah terobosan-

terobosan atau sebagai usaha yang diterapkan guna mengantisipasi terjadinya suatu
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hal yang tidak diinginkan atau penyimpangan norma dalam ruang lingkup keluarga,
dengan cara mengarahkan, mengajak serta membimbing masyarakat untuk bersikap
dan bertingkah laku sesuai norma-norma dan nilai yang berlaku dalam ruang

lingkup Hukum Keluarga Islam.

. Analisis Terhadap Implikasi Pelatihan Perkawinan di KUA Kecamatan
Gubeng Dalam Sosiologi

Dalam konteks sosial yang diartikan atau disebut juga dengan masyarakat,
bahwa setiap individu manusia akan mengetahui manusia lainnya melalui tingkah
laku/perilaku individu yang terkait dengan orang lain. Dalam arti bahwa perilaku
sesorang sangat dipengaruhi oleh orang lain, seseorang tersebut melalukan sesuatu
sangat di pengaruhi oleh faktor dari luar dirinya, seperti halnya patuh dan tunduk
pada aturan maupun norma yang terdapat dalam masyrakat. Di samping itu juga
terdapat keinginan respon positif dari orang lain (pujian).** Namun, dalam
masyrakat telah terjadi gejala-gelaja yang mana dalam penerapan norma atau aturan
masih terdapat beberapa penyimpangan dalam masyarakat dikarenakan oleh
kurangnya kesadaran juga kurangnya pengetahuan dari individu maupun
masyarakat itu sendiri. Hal tersebut menunjukan bahwa pentingnya dilakukan suatu
penelitian tentang gejala-gejala sosial yang terkait dengan hubungan masyarakat
dengan hukum, norma yang berlaku dalam masyarakat maupun dengan tingkah

laku penerapan dari suatu norma yang berkaitan dengan kehidupan pribadi

18 Ali Zainuddin, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2017), 58.
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sesorang, yaitu dalam hal perkawinan mengatur alur rumah tangga hingga tercapai
suatu tujuan dari perkawinan.

Secara naluri setiap manusia, senantiasa memerlukan pasangan hidup untuk
dapat saling melengkapi serta melindungi, dann juga dari masing-masing mencari
untuk menemukan pasangan yang cocok lalu tumbuh rasa cinta di antara keduanya.
Maksudnya adalah bahwa tujuan diciptakan seorang laki-laki dan perempuan agara
dari keduanya dapat saling mengenal, yang kemudian menumbuhkan rasa cinta
kasih sayang. Lalu dari keduanya dapat bersama dalam sebuah ikatan yang suci
yaitu perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam shari’az Islam, dan berusaha
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dishari’atkannya hukum perkawinan dalam Islam tidak lain adalah
mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Allah Swt mengatur sedemikian rupa
tentang hal perkawinan yang termuat dalam al-Qur’an maupun Sunnah, dan juga
dalam konteks ke Indonesiaan terdapat beberapa peraturan tentang perkawinan
yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam tidak lain hanya untuk kemaslahatan dalam keluarga, yaitu yang mempunyai
target dan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh Islam. Antara lain adalah sebagai
berikut:®

1. Untuk mendekatkan (tagarrub) dan menambah ketagwaaan hamba

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

18 Nasiri, Menerpong Kawin Misyar di Jawa Timur (Studi Komparasi Praktik Misyar dan Gigolo
oleh Para Wanita Sosialita, (Ihya Media, Cet. 11, 2016), 28-29.
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2. Untuk dapat menciptakan keluarga/rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, wa rahmah.

3. Untuk menyalurkan kebutuhan biologis (naluri seks) dan juga

memuliakan insan manusia agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.

4. Untuk meregenerasi (mendapatkan  keturunan), ketentraman,

ketenangan, cinta dan kasih sayang. Semua ini dapat dicapai jika prinsip
perkawinan ini untuk selamanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut, bahwa tujuan utama
yang merupakan unsur terpenting adalah tujuan dari perkawinan yaitu membentuk
kelurga sakinah, mawaddah, wa rahmah., maka haruslah dari suami-istri
mengetahui dan memahami hakikat dari perkawinan serta perlu ada keseimbangan
antar keduanya.

Adanya peraturan-peraturan tetang hukum perkawinan tersebut tidak lain
juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Yang mana dalam pengertian dari kontrol
sosial (pengendalian sosial) ialah sebuah usaha atupun upaya yang lakukan guna
untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan atau
disebut juga penyimpangan sosial oleh masyarakat yang kemudian dilakukan
edukasi serta mengajak dan mengarahkan masyarakat berperilaku atau bertindak
dengan sesuai peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku.? Jadi sasaran
dari teori tertuju pada konsep yaang tersistematis disertai juga dengan teknik-teknik
maupun strategi-strategi yang mengatur perilaku manusia kemudian mengarahkan

pada ketaatan atau penyesuaian pada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.

20 Margaret M Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 241
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Selain itu, kontrol sosial ini dapat diartikan juga sebagai strategi-strategi
dengan cara mengajak, menggiring, mengarahkan masyarakat atau kelompok yang
dilakukan oleh masing-masing kelompok sebagai suatu proses pengawasan yang
dilakukan masing-masing kelompok masyarakat agar mengikuti norma-norma
sosial yang berlaku di masyarakat.?

Hal ini dapat diketahui bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh KUA
Gubeng Kota Surabaya adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh KUA setempat
dalam merealisasikan Peraturan dari Kemenag guna untuk mengantispasi terjadinya
disharmonisasi atau gejala-gejala soial dalam sebuah keluarga yang akan
berdampak pada perceraian. Dengan menggunakan metode pendekatan serta modul
yang telah dikantongi tersebut upaya tersebut tidak laon adalah sebagai bentuk
kontrol sosial dalam ruang lingkup kelurga.

Metode pendekatan serta modul diatas dapat dilihat dari kenyataan, bahwa
dalam penyelesaian persoalan yang bersifat empiris merupakan suatu penyelesaian
gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat lebih spesifiknya adalah ruang
lingkup keluarga. Dalam permasalahan hal ini sangat perlu diuraikan pada keadaan
masyarakat tertentu untuk diidentifikasi penyelesaian persoalan-persoalan yang
terjadi dalam keluarga sebagaimana yang dilakukan oleh KUA Gubeng Kota
Surabaya dalam pelatihan perkawinan. Oleh karena itu, penulis memilih penelitian
ini sebagai masalah tertentu dalam mengemukakan ide mengenai sosiologi
kaitannya dengan teori kontrol sosial dalam menyelesaikan persoalan yang terdapat

dalam masyarakat

21 Damsar, Pengantar Teori-teori Sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 86.
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Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas tersebut, kaitannya dengan
evaluasi yang telah dilaksanakan oleh pihak KUA bahwa dari dua modul yang
didalamnya terdapat enam materi yaitu: mempersiapkan perkawinan untuk
mewujudkan keluarga sakinah, pendidikan pasangan calon pengantin dalam
mengelola problematika dalam kelurga yang dinamis, pemenuhan kebutuhan
keluraga yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri, Pentingnya tentang
kesehatan reproduksi dalam keluarga, mempersiapkan keturunan yang berkualitas,
pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah
tangga.. Yang mana dalam pelaksanaan penyampaian materi dilakukan secara
bertahap.

Dengan demikian, setelah dilaksanakan beberapa tahap tersebut dari pihak
pelaksana maupun fasilitator, diakhir sesi terdapat evaluasi yang mana dari evaluasi
tersebut berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta dalam
memahami dan mendapatkan materi yang telah disampaikan. Selain itu juga, pihak
pelaksana juga menggunakan beberapa cara atau metode dalam penyampaiannya,
agar mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun cara atau metode dalam
penyampaian modul tersebut tersebut menggunakan seni dan ilmu untuk membantu
orang dewasa belajar atau disebut juga dengan pendekatan pendidikan orang
dewasa (andragogi). Model pendekatan tersebut yaitu pendidikan yang
memposisikan peserta sebagai individu yang memiliki knowledge, experience, serta

kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman
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bersama. Maka dari itu, metode ini memiliki pedoman bahwa orang dewasa dapat

belajar dengan baik jika:??

1.

2.

Para peserta terlibat dalam prosedur pelatihan secara aktif,

Materi atau modul pelatihan berhubungan dengan kehidupan para peserta
pelatihan sehari-hari,

Materi atau modul pelatihan yang disampaikan dapat diterapkan serta
memberikan manfaat dalam kehidupan keluarga para peserta,

Para peserta diberikan  kesempatan untuk  memanfaatkan
kemampuannya, keterampilannya serta pengetahuannya dalam prosedur
pelatihan perkawinan.

Pengalaman-pengalaman dan daya pikir peserta dalam proses pelatihan

perkawinan juga perlu dijadikan pertimbangan.

Dari beberapa metode di atas tersebut, setelah tahap penyampaian

terlaksana, maka proses evaluasi terhadap peserta akan dilakukan dengan beberapa

tahap, antara lain:?®

1. Pengungkapan dari peserta, dalam arti bahwa fasilitator memancing agar

perserta dapat menungkapkan pengalamannya kemudian menanggapi

bagaimana kesan peserta terhadap pengalaman tersebut.

2. Peserta dapat menganalisa dengan cara sedikit memaksa peserta agar dapat

menguraikan serta mengkaji sehingga mendapatkan pola dengan cara

22 Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin
(Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan LItbang dan Diklat Kementerian
Agama RI Bekerjasama dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Gama RI, 2017), xi.

23 Samsu Thohari Penghulu KUA Kecamatan Gubeng Surabaya, Wawancara, Surabaya, 11 Februari

2020.
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mengkaji sebab-sebab yang berkaitan dengan problematika yang ada dalam

pengalaman perserta. Seperti halnya dengan aturan, nilai, norma maupun

hal-hal lain yang menjadi pokok persoalan.

3. Menarik kesimpulan, yaitu menggiring pserta agar dapat memberikan
kesimpulan dari makna serta dapat merumuskan makna tersebut sehingga
mengasilkan pola pandang serta pengertian atau pengalaman baru secara
komperhensif berupa prinsip atau kesimpulan secara umum.

4. Mengalami, atau menerapkan. Yaitu dengan cara mendorong serta
menggiring bersama-sama agar peserta dapat mengkonsep suatu tindakan
baru dari hasil yang telah dipahami untuk mengimlpementasikan dengan
baik, kemudian sangat mungkin peserta dapat mewujudkan kenyataan-
kenyataan baru yang lebih baik. Setalah dilaksanakan bimbingan, para
peserta ditarik kembali pada tahap “mengalami’ yang mana hasil yang
diperoleh dari bimbingan yang berupa pengetahuan dan keterampilan baru,
kemudian terlatih pula dalam melakukan daur pendidikan orang dewasa
dalam merespon pengalaman berkehidupan diruang lingkup perkawinan
dan rumah tangga.

Dengan demikian, dalam proses evaluasi pelatihan perkawinan dengan
menggunakan pendekatan atau metode tersebut, bahwa semua peserta pelatihan
perkawinan juga diperankan sebagai pemateri yang penting dalam proses pelatihan
perkawinan yang mereka miliki dari segi pengetahuan dan pengalaman. Maka dari
itu, proses pelatihan perkawinan mempunyai karakteristik partisipatoris atau

melibatkan/memposisikan para peserta pelatihan sebagai subyek yang aktif dalam
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berbagai kegiatan seperti bentuk diskusi kelompok, mengutarakan pendapat, tanya
jawab dengan narasumber, memainkan peran, ataupun lainnya. Maka dari proses
evaluasi ini, dari pihak-pihak pelaksana atau fasilitator akan mengetahui
kemampuan peserta dalam memahami atau menangkap materi yang telah
disampaikan pada pelatihan perkawinan. Serta dapat menilai persiapan tahapan
mental para peserta ataupun persiapan calon suami atau istri yang akan
melangsungkan perkawinan dan dalam membangun keutuhan keluarga yang
sakinah. Dan juga para peserta pelatihan dapat mengonsep hal-hal yang perlu
diperbaiki dan hal-hal baru dalam proses pelatihan, baik secara teknis ataupun
substansi.?*

Kemudian selain dari uraian di atas, terdapat pernyataan dari hasil
wawancara dari pihak KUA yang memberikan beberapa keterangan bahwasannya
mengenai dari program pelatihan perkawinan ini adalah berbasis anggaran. Yang
mana dari anggaran tersebut dapat mempengaruhi kefektifan atau keberlangsungan
program tersebut. Sedangkan dari hasil wawancara tidak setiap apa yang
dianggarkan tersebut dapat digunakan untuk program tersebut. Ini merupakan
kelemahan dari pogram ini. Akan tetapi, program tersebut sudah dapat
terealisasikan sejak 2017 dan diikuti oleh 69 angaktan yang masing-masing terdiri
30 pasangan calon suami istri.

Maka dari itu, dalam analisis penulis menyatakan bahwa dari segi aspek

yuridis normartif adalah salah satu fungsi hukum dari sosial kontrol dalam

24 Faig, Wawancara (Penjelasan dari Modul mengenaai tujuan dari evaluasi), KUA Gubeng Kota
Surabaya, 15 Februari 2020.
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kehidupan masyarakat atau dapat disebut juga dengan definisi dari tingkah laku
yang menyimpang serta akibatnya seperti halnya larangan dan perintah tentang hak
dan kewajiban dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam. Kemudian
pengendalian soaial/kontrol sosial di samping sebagai sarana untuk mengontrol dan
menertibkan masyarakat pengendali sosial juga berfungsi untuk mengatur tingkah
laku antara yang baik dengan tidak baik atau perilaku yang bertengan dengan
hukum dalam kaitannya dengan penelitian ini dalam peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, dan akibat dari seseorang jika tidak
mentaatinya dapat dilihat dari perilaku yang tidak baik.

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa manfaat dari kontrol sosial terhadap
perilaku seseorang yang menyimpang dalam masyarakat kaitannya dengan
penelititan ini, ruang lingkup keluarga adalah pranata hukum berfungsi sebagai
pranata lainnya yaitu upaya dari KUA Gubeng Kota Surabaya pelatihan perkawinan
guna sebagai pengendalian sosial. Selain itu dapat diketahui juga bahwasannya
pranata hukum yaitu menata diri dalam sebuah masyarakat serta upaya yang
dilakukan KUA tersebut sesuai dengan gejala-gejala sosial yang kemudian
dilakukan dengan pendekatan-pendekatan serta modul yang sesuai dengan empiris
dari pelaksana. Jadi, terlaksana atau tidak terlaksananya peraturan tersebut fungsi
sebagai alat pengendali sosial amat ditentukan oleh faktor aturan maupun faktor
pelaksana dari program tersebut.

Adapun implikasi dari program tersebut telat mendapat respon positif serta

apresiasi dari masyarakat yang telah mengikuti program pelatihan perkawinan ini.
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“Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pemahaman tentang perkawinan
dari pelatihan perkawinan ini, yang mana saya belum pernah mendapatkan
banyak pelajaran tentang hakikat perkawinan dalam Islam.”%

“Dengan mengikuti pelatihan perkawinan ini kami lebih siap mental atau
menambah kepercayaan diri untuk mengarungi bahtera rumah tangga dalam
menyelesaikan komflik yang ada dalam keluarga” 2

“saya merasa pelatihan ini sangat bagus, banyak bertambah ilmu di sana.
Dengan ditambah pemateri yang sangat luar biasa.”?’

“Pelatihan perkawinan ini sangat membantu dalam mempersiapkan
pasangan calon suami istri yang akan hendak menikah, karena di dalamnya
terdapat materi materi yang sangat urgent dan dapat mempengaruhi baik
buruknya suatu keluarga.” %8

“Kegiatan yang baik dan sangat penting, karena memiliki tujuan yang bagus
khususnya bagi pasangan muda. Sehingga merasa tertarik untuk mengikuti,
dampak yang dirasakan jadi lebih bisa mengatur ritme dalam rumah tangga
dan dapat mengetahui posisi sebagai suami atau istri.”?°

“Kegiatan ini cukup penting dilakukan, lokasi dekat dengan rumah istri.
Dampaknya jadi lebih bisa mengontrol emosi, karena selalu berupaya agar
setiap masalah langsung diselesaikan supaya tidak berlarut-larut atau

semakin panjang”.%

25 Avicena Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya 22 Februari 2020.

%6 M. Safir, Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 22 Februari 2020.
27 Naila Ayu Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 22 Februari 2020.
28 putri Rizki Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 22 Februari 2020.
29 Fakhrudin Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.

30 Sheila Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.
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“Kegiatan yang menarik, dapat menambah wawasan ilmu pernikahan atau
kehidupan dalam rumah tangga. Sangat penting dilakukan sebagai sarana
bertukar pikiran, diskusi, dan menambah pengalaman. Dampaknya sangat
positif bagi calon mempelai karena mengetahui tugas dan tanggung jawab
baik sebagai suami atau istri.” 3
“Program yang sangat penting untuk dilaksanakan, merasa tertarik dan ingin
tahu tentang konsep dan pelaksanaan pelatihan perkawinan. Dampak yang
dirasakan, selain menambah ilmu pengetahuan, lebih merasa siap dalam
melaksanakan perkawinan. «32
“Kegiatan yang sangat baik dan menarik untuk pasangan calon mempelai
yang hendak akan melansungkan pernikahan. Dampak yang dirasakan
setelah mengikuti pelatihan perkawinan merasa terbantu dan dapat mengerti
mengenai problematika rumah tangga hingga bagaiamana cara untuk
menyelesaikannya.”®

Sedangkan dari pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petugas KUA,
bahwasannya program ini tidak dapat dijadikan patokan dalam rangka mewujudkan
tujuan dari perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah. Sebab terdapat
beberapa keluarga yang tidak mengikuti program ini, tetapi dapat mewujudkan
tujuan dari perkawinan. Jadi program ini bukan berarti tidak penting, namun

program ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk

meminimalisir gejala-gejala sosial yang terdapat dalam keluarga yang bersumber

31 Nuria Istigomah Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.
32 Amelia Putri Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.
3 Rifky Husein Peserta Pelatihan Perkawinan, Wawancara, Surabaya, 9 Juli 2020.
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dari pasangan suami istri sehingga dapat memicu terjadinya perceraian. Jika
ditinjau dari kacamata ushul Figh dari keterangan beliau program ini sesuai dengan
kaidah ushul figh yaitu3* “menghindari kemadharatan lebih diutamakan dari pada
mendatangkan kemaslahatan”.%®

Maka dari itu, keberadaan program ini diharapkan dapat menghindari suatu
hal yang tidak diharapkan dari sebuah keluarga yang hendak melakukan
perkawinan dan juga berguna untuk meminimalisir angka perceraian yang
disebabkan oleh kurangnya pemahaman suami istri terhadap esensi dari perkawinan
serta akibat hukum dari perkawinan tersebut.

Hal ini menunjukan bahwa pentingnya para pengkaji hukum islam terutama
dalam spesifikasi hukum keluarga serta para pemegang amanah dari pemerintahan
diharapkan dapat memberikan terobosan yang bersifat solutif guna untuk
memeberikan penjelasan tentang esensi dan tujuan dari perkawinan kepada
masyarakat yang merupakan bagian inheren serta memberi kesan bahwa
perkawinan memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Jadi perkawinan tidak hanya
sebatas dipahami sebagai kontrak keperdaataan saja maupun sebuah akad (sesuai
dengan syarat dan rukun) yang memperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan
melakukan hubungan seksual yang sebelumnya dilarang. Namun, lebih kepada
akibat hukum dari akad tersebut, yaitu mengenai tentang hak dan kewajiban guna

untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan.

34 Samsu Tohari Penhulu KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Wawancara, Surabaya, 20
Februari 2020.
% Abdul Haq DKk, Formulasi Nalar Figh, (Surabaya: Khalista, 2005), 237.
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Oleh karena itu, pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusir
upaya yang bersifat solutif dalam menjaga kesucian, keberlangusngan keluarga

serta dapat mewujudkan tujuan dari perkwinan sangat diperlukan



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan analisis dari peneletian di atas, maka penulis
mendapatkan beberapa inti atau kesimpulan dari penulisan, diantaranya:

1. Petunjuk pelaksanaan pelatihan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor 379 Tahun 2018. Dalam Pelatihan Perkawinan yang dilakukan oleh
KUA Gubeng Kota Surabaya tentang kursus calon pengantin, terdapat sebuah
konsep dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa materi didalam dua modul,
modul pertama yaitu: 1) mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan
keluarga sakinah, 2) pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola
problematika dalam keluarga yang dinamis, 3) pemenuhan kebutuhan keluraga
yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri. Pada awal sesi ini dilakukan pada
hari pertama diawali dengan pembukaan dan perkenalan. Kemudiann di dalam
modul kedua berbeda dengan modul pertama yang dilaksanakan pada hari
selanjutnya, yaitu: 1) Pentingnya kesehatan reproduksi dalam keluarga, 2)
mempersiapkan keturunan yang berkualitas, 3) pengelolaan konflik dalam
rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga. setelah
dilaksanakan beberapa tahap tersebut dari pihak pelaksana maupun fasilitator,
diakhir sesi terdapat evaluasi yang mana dari evaluasi tersebut berguna untuk
mengetahui sejauh mana peserta dalam memahami dan menangkap materi

yang telah disampaikan. Selain itu juga, pihak pelaksana juga menggunakan
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beberapa cara atau metode dalam penyampaiannya, agar mendapatkan hasil
yang maksimal. Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut
tersebut menggunakan seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar
atau disebut juga dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi).
Model pendekatan tersebut yaitu pendidikan yang memposisikan peserta
sebagai individu yang memiliki knowledge, experience, serta kreativitas yang
dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama.

. Adapun pelaksanaan pelatihan perkawinan yang direalisasikan oleh KUA
Gubeng Kota Surabaya sesuai dengan konsep dan ketentuan modul serta materi
yang sudah ditentukan. Program ini dilaksanakan sebelum calon pengantin atau
para peserta melangsungkan akad nikah. Pelaksanaannya program ini
dilaksakan selama 16 jam pelajaran (2 hari), berbasis anggaran, para peserta
tidak dipungut biaya, dan masih bersifat sunnah muakkad (himbauan yang
ditekankan) untuk mengikuti program ini. Terhitung ada 69 angkatan dan
terdapat 30-50 peserta setiap angkatan. Anggaran yang diperlukan untuk
mensukseskan Program ini adalah mencapai Rp 8.000.000,00-Rp 9.000.000,00
dalam sekali pelaksanaan serta dilakukan setiap musim perkawinan.
Dilaksanakan selama dua hari (Sabtu dan Minggu), 16 jam pelajaran (JPL)
mulai pagi hingga sore dan tanpa dipungut biaya (free). Dengan dilengkapi
oleh fasilitator yang sudah terbimtek. Kebijakan pelatihan perkawinan selama
ini sifatnya masih sunnah muakkad. Artinya, sangat dianjurkan tapi sifatnya
tidak wajib, fleksibel dan tidak memaksa calon mempelai sehingga mengalami

hambatan dan kendala dalam pelayanan nikah.
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3. Dalam sosiologis dengan meggunakan pendekatan pengendalian sosial yang
disebut juga dengan kontrol sosial ialah sebuah usaha atupun upaya yang
lakukan guna mencegah terjadinya suatu tindakan yang menyimpang dari
ketentuan atau disebut juga penyimpangan sosial oleh masyarakat yang
kemudian dilakukan edukasi serta mengajak dan mengarahkan masyarakat
berperilaku atau bertindak dengan sesuai peraturan-peraturan atau norma-
norma yang berlaku. Dalam konsep yang dilaksanakan oleh KUA tentang
pelatihan perkawinan tersebut jika dikaitkan dengan teori kontrol sosial yang
terdapat yaitu terobosan-terobosan atau peraturan tentang Bimas Kemenag
tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh KUA Gubeng Kota
Surabaya guna mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan
atau penyimpangan sosial dengan cara mengarahkan, mengajak serta
membimbing masyarakat untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai norma-
norma dan nilai yang berlaku. Hal ini dapat diketahui bahwa kontrol sosial
yang dilakukan oleh KUA Gubeng Kota Surabaya adalah sebagai upaya yang
dilakukan oleh KUA setempat dalam merealisasikan peraturan dari Kemenag
guna untuk mengantispasi terjadinya disharmonisasi atau penyimpangan
perkawinan dalam sebuah keluarga yang akan berdampak pada perceraian.
Dengan menggunakan metode pendekatan serta modul yang telah dikantongi
tersebut upaya tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk kontrol sosial dalam
ruang lingkup kelurga. Sedangkan evaluasi dalam pandangan kontrol sosial
dijelaskan bahwa pelatihan ini diakhir sesi terdapat evaluasi yang mana dari

evaluasi tersebut berguna untuk mengetahui sejaunh mana peserta dalam
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memahami dan menangkap materi yang telah disampaikan pada pelatihan
perkawinan. Serta dapat menilai tingkat persiapan mental calon pengantin baik
laki-laki/perempuan (peserta pelatihan) dalam mempersiapkan perkawinan
guna mewujudkan keluarga sakinah. Dari pelaksanaan Pelatihan perkawinan
ini kemudian disambung dengan implikasi memberikan dampak respon positif
dari pihak peserta yang telah mengikuti pelatihan ini, terdapat pernyataan dari
10 (sepuluh) calon mempelai. Kemudian jika dilihat dari hasil wawancara para
peserta, konsep tentang pelatihan perkawinan tersebut setidaknya dapat
memberikan pengarahan dan pembekalan bagi para calon pengantin untuk
dapat mewujudkan keluarga sakinah. Namun, terlepas dari itu tentang angka
perceraian yang terdapat dalam pemaparan data di atas tersebut tidak menutupi
kemunginan bahwa perceraian tersebut terjadi pada keluarga yang menikah
sebelum adanya perarturan pelatihan perkawinan dan juga terjadi pada
pasangan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun demikian,
program ini sangat membantu bagi para peserta sebelum menginjak ke jenjang
perkawianan. Pasangan yang mengikuti pelatihan perkawinan merasa terbantu
dan dapat mengerti mengenai problematika rumah tangga hingga bagaiamana
cara untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, program ini tidak dapat dijadikan
patokan dalam rangka mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu sakinah
mawaddahwa rahmah. Sebab terdapat beberapa keluarga yang tidak mengikuti
program ini, tetapi dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Jadi program
ini bukan berarti tidak penting, nhamun program ini merupakan upaya yang

dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyimpangan pasangan
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perkawinan yang terdapat dalam keluarga yang bersumber dari pasangan suami
istri sehingga dapat memicu terjadinya perceraian.
B. Saran-saran
Mengingat pentingnya Pelatihan Perkawinan ini guna mewujudkan keluarga
yang sakinah, mawaddah, Warahmah serta dapat membantu dan meminimalisir
tingginya angka perceraian dalam rumah tangga yang bersumber dari ketidak
harmonisan keluarga, penulis memberikan rekomendasi kepada:

1. Pemerintah : Perlu adanya komitmen dan ketegasan dari pemerintah
setempat, agar lebih memperhatikan program ini. Mengingat program ini
sangat penting dan berbasis anggaran. Maka, lebih mempersiapkan atau
menambahkan anggaran yang sekiranya akan dialokasikan untuk program
ini agar dapat menampung seluruh para calon pengantin untuk dapat
mengikuti program ini. Terlebih jika program ini dikaitkan dengan program
sertifikasi pra nikah, yang mana dari kedua program ini agar saling
mendukung untuk mmberikan kontribusi kepada calon pengantin yang
hendak melakukan perkawinan dengan bekal yang mumpuni. Kemudian
dilihat dari sifatnya program ini masih sunnah muakkad. Hendaknya
pemerintah segera membuat peraturan perundangan untuk mewajibkan
mengikuti program pelatihan ini, akan tetapi tidak sampai membebani
masyarkat dalam melaksanakan perkawinan. Mengingat betapa pentingnya
program ini, yaitu untuk mewujudkan tujuan dari pada pernikahan dan

kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis.
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2. Calon pengantin : Baiknya mengikuti proses pelatihan perkawinan dengan
baik, dan tidak menganggap remeh program ini. Sehingga mendapatkan
bekal ilmu tentang perkawinan dalam Islam, serta pemahaman tentang
perkawinan yang telah di undang-undangkan di Indonesia sesuai dengan
normatif yang berlaku. Bagi yang masih belum mengikuti program ini,
hendaknya banyak membaca atau konsultasi kepada guru atau ahlinya
tentang perkawinan. Sehingga, ketika ada problematika di dalam kehidupan
rumah tangga dapat menyelesaikan dengan baik. Dan dapat mengarungi

bahtera rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, wa rahmah.
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